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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

 

ل لنَّاسُ ُُوَأنَْ فَعرهرمُُْخرلرقًاُأَحْسَن رهرمُُْالنَّاسُ ُخَيْرُ  
"Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling 

bermanfaat bagi manusia lainnya" 

 

"Believe you can and you're halfway there." 

(Theodore Roosevelt) 
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ABSTRAK  

Pernikahan adalah hubungan sakral antara laki-laki dan Perempuan, bahkan dalam 

al-Quran disebut dengan mitsaqan ghalidzan (perjanjian yang kuat) antara suami 

dan istri. Pada era seperti ini, tentu pola harta dalam perkawinan menjadi salah satu 

sorotan fiqh yang terbilang kompleks. Selain konsep tentang harta yang dihasilkan 

pada saat perkawinan menjadikannya harta tersebut menjadi harta Bersama. 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitialn hulkulm normaltif ulntulk mengulrali 

konsep Ma lqalshid Sya lrialh sebalgali bentulk perlindulngaln hulkulm altals ha lrtal Bersalmal 

melallul ALktal Perja lnjialn Perkalwina ln yalng dibulalt di ha ldalpaln Nota lris. Penelitialn 

hulkulm normaltif disebult julgal dengaln istilalh penelitialn kepulstalkalaln, yalng fokuls 

paldal alnallisis balhaln primer daln balhaln sekulnder. Balhaln primer yalng dimalksuld 

aldallalh balhaln hulkulm yalng bersifalt mengika lt, seperti contoh peraltulraln perulndalng-

ulndalngaln. Sedalngkaln balhaln sekulnder yalng dimalksuld melipulti bulkul-bulkul hulkulm, 

kalmuls, julrnall daln lalin sebalgalinyal. Kesimpulan dari penelitian ini : 1. Perjalnjialn 

perkawinan, sebalgali instrulmen hulkulm yalng sa lh, berfulngsi seba lgali proteksi 

preventif yalng efektif dallalm menyikalpi talntalngaln sosiall daln hulkulm dallalm 

kehidulpaln pernikalhaln. 2. Malqalshid syalrialh yalng merulpalkaln tuljulaln-tuljulaln syalrialt 

islalm, memberikaln keralngkal kerja l ulntulk memhalmi daln merulmulskaln perjalnjialn 

perkalwinaln yalng tidalk halnyal salh secalral hulkulm, tetalpi julgal memenulhi nilali-nilali 

morall daln etis. Dallalm hall ini, perjalnjialn perkalwinaln halruls mencerminkaln tuljulaln 

perlindulngaln terhaldalp algalmal, jiwal,alkall, ketulrulnaln daln halrtal. Adapun saran dari 

penulis adalah Dibutuhkannya peraturan detail tentang pembuatan perjanian 

perkawinan untuk manjauhkan dari kontroversi dan timbulnya kerancuan dalam 

berbagai hal terhadap perjanjian perkawinan dan Dibutuhkannya Penyuluhan 

Hukum bagi calon pasangan suami istri yang akan pembuatan perjanjian 

perkawinan. 

 

Kata Kunci : Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan dan Maqashid Syariah 
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ABSTRACT 

Marriage is a sacred relationship between a man and a woman, even in the Quran it 

is called mitsaqan ghalidzan (a strong agreement) between husband and wife. In an 

era like this, of course the pattern of property in marriage is one of the highlights of 

fiqh which is quite complex. In addition to the concept of property generated during 

marriage making it a joint property. The research conducted is a research on normal 

legal law that specifically examines the concept of Malqalshid Syalrialh as a form 

of protection for the legal rights of the marriage partners which are discussed in the 

Notary's office. Research on normal legal law is called julgal with the term research 

on the central legal law, which focuses on the analysis of primary and secondary 

property. Primary matters are those which are related to the social life, such as the 

examples of the social life. Secondary matters are those which are related to the 

social life, the social life, the social life and the social life. The conclusion of this 

research: 1. The marriage contract, as a wrong legal instrument, functions as an 

effective preventive protection in dealing with social problems in the life of 

marriage. 2. Malqalshid syariah who fulfills the Islamic principles of marriage, 

provides a comprehensive understanding of the marriage contract which is not the 

case with all the laws of the world, but fulfills moral and ethical values. In this case, 

the marriage contract reflects the protection of the halal, soul, soul, and soul. The 

author's suggestion is that detailed regulations are needed regarding the making of 

marriage agreements to avoid controversy and confusion in various matters 

regarding marriage agreements and that legal counseling is needed for prospective 

married couples who will make marriage agreements. 

 

Keywords: Joint Property, Marriage Agreement and Maqashid Syariah 
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`BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah ciptahan Tuhan yang memiliki derajat tertinggi 

diantara ciptaan tuhan yang lainnya, sehingga manusia memiliki ciri khas 

tersendiri yang membedakan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Ciri khas 

khusus yang dimiliki manusia adalah bahwa Manusia diciptakan untuk 

hidup berpasangan dengan manusia lainnya, sehingga dengan demikian 

manusia disebut sebagai makhluk sosial. 

Kontek dari Manusia adalah Makhluk Sosial salah satunya ialah 

bahwa dalam menjalani kehidupan terdapat dorongan untuk hidup secara 

bersama. maka terciptanya sebuah perbuatan yaitu Perkawinan. Perkawinan 

merupakan Ikatan yang sakral dan terjadi apabila seorang pria memiliki 

komitmen untuk hidup bersama dan membangan keluarga bersama seorang 

Wanita hingga akhir hayat. 

Pernikahan adalah hubungan sakral antara laki-laki dan Perempuan, 

bahkan dalam al-Quran disebut dengan mitsaqan ghalidzan (perjanjian yang 

kuat) antara suami dan istri. Disebut mitsaqan ghalidzan karena pernikahan 

ini untuk selamanya, tidak bisa diputuskan sembarangan.1 

 
1 M.Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an : Kado Pernikahan buat Anak-Anakku, Tangerang : 

Lentera Hati, 2007, hlm.68 
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Perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 dan menjadikan pedoman Masyarakat Indonesia dalam melakukan 

sebuah perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan ini 

merupakan suatu penyempurnaan pembinaan hukum khususnya dalah hal 

hukum keluarga. Melihat pada realita saat ini tidak berjalan semaksimal 

dengan melihat berbagai permasalahan di dalam perkawinan. 

Ada enam prinsip dalam perkawinan yang berasal dari Undang-

Undang Perkawinan, Pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk 

keluarga yang Bahagia dan kekal. Kedua, perkawinan sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan 

harus dicatatkan menurut hukum yang berlaku.Ketiga, perkawinan 

menganut asas monogami, artinya apabila dikehendakioleh yang 

bersangkutan, karena izin dari hukum dan agama yang bersangkutan. 

Keempat,calon suami istri harus sudah memiliki kematangan jiwa dan raga 

untuk melangsungkan perkawinan tanpa berfikir untuk cerai, Kelima, 

mempersulit terjadinya perceraian, Keenam, hak dan kedudukan suami istri 

adalah seimbang.2 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetbook 

(BW) tidak menjelaskan tentang pengertian perkawinan. Namun ilmu 

hukum berupaya membuat suatu rumusan yang pada akhirnya melahirkan 

suatu definisi mengenai perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan 

 
2 Zulfahmi, Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya Dengan Esensi 

Perkawibab (Prespektif Maqasid Asy-Syari’ah), Jurnal Al Fukra, Vol.19, No.1, 2020, hlm 92 
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merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang Wanita yang diakui 

sah oleh Undang-Undang dan bertujuan untuk membentuk dan membina 

kehidupan keluarga yang kekal dan abadi. 

Sebelum melakukan prosesi Pernikahan terdapat sebuah Perjanjian 

Perkawinan yang mana antara mempelai laki-laki dan Perempuan sama-

sama sepakat untuk berkomitmen menjalankan hubungan rumah tangga 

tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta menghindari permasalahan 

yang akan terjadi di dalam membina hubungan rumah tangga khususnya 

dalam hal aset yang dimiliki.  

Perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta 

benda kekayaan antara dua pihak, yang mana satu pihak berjanji untuk 

melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain 

berhak menuntut pelaksanaan janji. Perjanjian perkawinan tetap harus 

dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk 

dapat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 

KUHPerdata.  

Perjanjian Pra-nikah (Prenuptial Agreement) merupakan suatu 

perjanjian yang dibuat oleh calon kedua mempelai sebelum pernikahan, 

selayaknya kontrak perjanjian pra nikah juga mengikat bagi kedua calon 

pengantin dan memuat permasalahan pembagian harta kekayaan dari kedua 

belah pihak atau berhubungan dengan harta pribadi dari kedua belah pihak 

sehingga dapat dipisahkan apabila suatu saat nanti terjadi perceraian. 
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Sebagai perbuatan hukum, perkawinan memerlukan ketentuan yang 

mengatur agar perkawinan dan keturunan yang dolahirkan dikatakan sah 

menurut hukum (Syariah). Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan yang 

dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada 

satu pihak pula, seperti pemberian surat wasiat, pemberian hibah dan lain 

sebagainya. Kedua, perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan yang 

dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya, 

seperti pembuatan perjanjian perkawinan, perjanjian jual-beli dan lain-lain.3 

Perjanjian Perkawinan pada dasarnya telah diatur secara  jelas pada 

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Bab V Pasal 29 

maupun dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pengaturan masalah 

perjanjian dalam perkawinan. Namun dalam prakteknya adanya perjanjian 

antara suami dan istri sebelum menikah masih jarang kita temui, terutama 

yang menyangkut dengan harta benda masing-masing pihak. Hal ini oleh 

Sebagian besar Masyarakat masih menganggap sesuatu hal yang tabu.4 

Seiring berkembangan zaman, perjanjian nikah menjadi fenomena 

baru di kalangan tertentu seperti di kalangan selebritis, pengusaha dan 

kalangan lainnya. Kalangan tertentu itu melakukan hal tersebut karena 

mereka berpandangan bahwa dengan adanya suatu perjanjian perkawinan 

 
3 Hanafi Arief, Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di 

Indonesia), Jurnal Al’Adl, Vol IX, No.2, 2017, hlm.152 
4 Majalah Hukum Varia Indonesia, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2008, hlm.7 
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maka atas harta yang dimilikinya akan terjamin aman apabila sampai terjadi 

sebuah perceraian.5 

Salah satu contohnya adalah Ketika masing-masing pihak memiliki 

suatu usaha sendiri dan apabila salah satu pihak memiliki hutang sebelum 

mereka melaksanakan perkawinan maka pihak yang memiliki hutang harus 

bertanggung jawab terhadap kewajibannya untuk melunasi hutang tersebut 

tanpa menyangkut pautkan pihak yang lainnya. Dengan diadakannya 

perjanjian Perkawinan maka terdapat kepastian hukum terhadap apa yang 

diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa 

yang diperjanjikan.6 

Salah satu contoh perjanjian perkawinan tentang persekutuan hasil 

dan pendapatan yang dibuat dihadapan Notaris7. Bahwa para pihak terdiri 

dari Suami dan Istri membuat Akta Perjanjian Perkawinan dihadapan 

Notaris. Pada ketentuan-ketentuan Perjanjian menjelaskan mengenai 

Perjanjian itu sendiri, dimulai sejak tanggal perkawinan, hasil dan 

pendapatan dari kedua belah pihak serta konsekuensi yang timbul. 

Sebagaimana pada Pasal 3 Perjanjian perkawinan menjelaskan 

terhadap sumber penghasilan baik dari Suami maupun Istri yang berbunyi: 

“Selain yang disebut Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 

selanjutnya dalam paham keuntungan termasuk juga semua yang diperoleh 

 
5 Nabbillah Amir, Legalitas Perjanjian Pra-Nikah Pernikahan, Fakultas Hukum, Universitas 

Surabaya, 2021, hlm 81 
6 Ibid 
7 Lihat Perjanjian Kawin (Persekutuan Hasil dan Pendapatan) Nomor 16, Notaris Suci Putri Amelia, 

S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan 
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suami isteri atau salah seorang diri mereka karena nasib baik atau secara 

kebetulan”8 

Selain itu, lanjut pada pada Pasal 4 Perjanjian Perkawinan bahwa 

yang termasuk beban persekutuan adalah semua pengeluaran dan hutang 

berkenaan dengan rumah tangga serta pemeliharaan dan Pendidikan anak 

yang lahir dari perkawinan. Adapu isi perjanjian pada Pasal 4 yaitu : 

“Yang termasuk beban persekutuan adalah Semua pengeluaran dan hutang 

berkenaan dengan rumah tangga serta pemeliharaan dan Pendidikan anak 

yang lahir dari perkawinan, beban dan pajak tahunan dari suami istri atas 

hartanya, biaya pemeliharaan termasuk perubahan dan pemungutan hasil 

dari suatu harta dan bunga atau pembayaran suami istri wajib atau dapat 

diwajibkan untuk pembayaraannya dan pada umumnya semua pengeluaran 

yang diasanya ditanggung oleh persekutuan." 

 

Dalam perkawinan akad nikah sendiri sebenarnya sudah merupakan 

perjanjian perkawinan, artinya bahwa akad perkawinan telah mencangkup 

semua hal kehidupan berumah tangga. Namun karena budaya timur tengah 

yang berbeda dengan Indonesia terhadap kedudukan suami istri dalam 

urusan penghasilan, maka di Indonesia perlu dibuatkannya perjanjian 

perkawinan demi memberikan perlindungan mengenai persoalan harta yang 

diperoleh selama perkawinan maupun sebelumnya dan harta lainnya, seperti 

hibah, mengenai urusan nafkah dan hal-hal lain tentang kebendaan.9 

Pada era seperti ini, tentu pola harta dalam perkawinan menjadi 

salah satu sorotan fiqh yang terbilang kompleks. Selain konsep tentang harta 

 
8 Lihat Pasal 4 Perjanjian Perkawinan Perjanjian Kawin (Persekutuan Hasil dan Pendapatan) Nomor 

16, Notaris Suci Putri Amelia, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan 
9 Sukardi, Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Khatulistiwa-Jurnal Of 

Islamic Studies, Vol 6 Nomor 1 Maret 2016, hlm 25. 
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yang dihasilkan pada saat perkawinan menjadikannya harta tersebut 

menjadi harta Bersama. Tentu hal ini juga memberikan dampak besar pada 

posisi harta yang dihasilkan saat perkawinan berlangsung. 

Selain itu, bila terjadi perceraian maka perjanjian perkawinan akan 

memudahkan dan mempercepat pembagian harta, karena sudah pasti harta 

yang akan diperoleh masing-masing, sudah jelas apa yang menjadi milik 

suami dan apa yang menjadi milik istri, tanpa adanya sengketa harta 

Bersama.10 

Agar perjanjian perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum, maka 

lebih baik dibuat di hadapan notaris, karena notaris memiliki kewenangan 

dalam membuat akta autentik. Berbicara tentang kewenangan notaris 

sebagai pejabát umum yang berwenang membuat akta autentik, dapat lebih 

jauh dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu 

konsiderans butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, 

ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang 

bersifat autentik mengenai keadaan, peritiwa atau perbuatan hukum. 

Dalam islam, perjanjian perkawinan diperbolehkan selama 

perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan agama dan telah disepakati 

oleh kedu belah pihak dan tidak mengandung mudharat. Selain itu, dalam 

al-Qur’an surat An-Nahl ayat 91, Allah SWT memerintahkan untuk 

berpegang teguh pada janji yang sudah dibuat dan tidak mengingkari janji. 

 
10 Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 ayat 1  
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Hal tersebut juga senada pada pasal 47 ayat (2) Kompilasi Hukum 

Islam yang berbunyi 

“perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta 

pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal 

itu tidak bertentangan dengan hukum islam” 

 

Selain itu, tujuan Maqashid Syariah pada perjanjian perkawinan 

untuk kemaslahatan suami istri dalam membina rumah tangga dalam 

memelihara lima unsur pokok keluarga (al-Kulliyat al-Khams fi al-Usrah), 

yaitu memelihara agama (hifz al-din), Memelihara Jiwa (hifz al-nafz), 

Memelihara akal (hifz al-aql), Memelihara Keturunan (hifz an-nasab) dan 

Memelihara Harta (hifz al-Maal). 

Berdasarkan penyampaian di atas, penulis berkeinginan untuk 

meneliti dan membahas lebih dalam tentang Perlindungan Harta Bersama 

Melalui Akta Perjanjian Perkawinan dalam suatu penulisan judul tesis yang 

berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA 

BERSAMA MELALUI AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN 

DALAM PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka 

dirumuskan masalah senagai berikut : 

1. Bagaimana Kedudukan Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat 

dihadapan Notaris Terhadap Harta Bersama ? 

2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Akta 

Perjanjian Perkawinan ? 
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3. Bagaimana Penerapan MaqashId Syariah terhadap Perlindungan Harta 

Bersama? 

C. Tujuan Penelitian 

1. ULntulk mengetalhuli daln mengalnallisis Keduldulkaln ALktal Perjalnjialn 

Perkalwinaln Yalng Dibulalt dihaldalpaln Notalris Terhaldalp Halrtal Bersalmal. 

2. ULntulk mengetalhuli daln mengkalji Penyelesalialn Sengketal Halrtal Bersalmal 

Melalluli ALktal Perjalnjialn Perkalwin.  

3. ULntulk Mengertalhuli Keduldulkaln Keduldulkaln Malqalshid Syalrialh 

Terhaldalp Perlindulngaln ALktal Perjalnjialn Perkalwinaln 

D. Orisinalitas Penelitian 

Penelitialn ini bulkalnlalh penelitialn yalng pertalmal kalli dilalkulkaln. 

Sebelulmnyal telalh dilalkulkaln penelitialn yalng serulpal dengaln penelitialn ini. 

Oleh kalrenal itul ulntulk membulktikaln orisinallitals penelitialn ini dibultulhkaln 

tinjalulaln terhaldalp penelitialn-penelitialn serulpal yalng suldalh pernalh dilalkulkaln. 

Balgialn ini alkaln memalpalrkaln beberalpal penelitialn serulpal yalng pernalh 

dilalkulkaln kemuldialn alkaln dijelalskaln persalmalaln daln perbedalalnnyal dengaln 

penelitialn ini, sehinggal dalpalt dibulktikaln balhwal penelitialn mengenali temal 

yalng dialngkalt ini belulm pernalh dilalkulkaln daln penting ulntulk dilalkulkaln. 

Penelitialn-penelitialn yalng telalh dilalkulkaln dengaln kaljialn yalng berhulbulngaln 

dengaln temal penelitialn ini alkaln dipalpalrkaln dallalm maltrik berikult : 

Tesis oleh Helmi Nalulfall, Progralm Malgister Kenotalrialtaln 

ULniversitals Islalm Sulltaln ALgulng, talhuln 2023 yalng berjuldull “Keduldulkaln 

Hulkulm ALktal Perjalnjialn Kalwin Dallalm Ralngkal Memberi Perlindulngaln Balgi 



 
 

10 

 

Sulalmi daln Istri di Kalbulpalten Rembalng”.11 di dallalm Tesis ini menjelalskaln 

balhwal paldal dalsalrnyal perjalnjialn perkalwinaln berisi tentalng pengaltulraln halrtal 

kekalyalaln callon sulalmi istri. Dengaln aldalnyal perjalnjialn perkalwinaln 

hulbulngaln sulalmi istri alkaln teralsal nyalmaln daln memberikaln kepalstialn hulkulm 

dalri perjalnjialn tersebult. 

ALdalpuln pembalhalsaln secalral spesifik mengenali tesis ini aldallalh 

terkalit isi perjalnjialn perkalwinaln yalng bialsal dibulalt oleh Notalris, alntalral lalin 

memulalt : 

1. Tentalng pemisalhaln halrtal kekalyalaln. 

2. Tentalng Pemisalhaln ULtalng Piultalng. 

3. Talnggulng jalwalb terhaldalp alnalk-alnalk halsil pernikalhaln.  

ULndalng-ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974 tidalk mengaltulr malsallalh hultalng yalng 

dibulalt balik dallalm perkalwinaln malulpuln sebelulm perkalwinaln. ULntulk 

menyelesalikaln kalsuls mengenalul hultalng yalng dibulalt dallalm perkalwinaln, 

malkal perlul melalkulkaln penalfsiraln secalral alnallogis dalri palsall-palsall yalng aldal, 

yalitul Palsall 36 ULndalng-ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974. 

Tesis oleh Salnti ALghital Falchrulnnisal, Progralm Malgister 

Kenotalrialtaln ULniversitals Sriwijalyal, talhuln 2021 yalng berjuldull “Perjalnjialn 

Perkalwinaln Sebalgali Salralnal Perlindulngaln Hulkulm Terhaldalp Halk Istri daln 

Halk ALnalk Dallalm Perkalwinaln Poligalmi Menulrult ULndalng-ULndalng Nomor 1 

 
11 Helmi Naufal Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dalam Rangka Memberi Perlindungan 

Bagi Suami dan Istri di Kabupaten Rembang Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana 

Universitas Islam Sultan Agung, 2023. 
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Talhuln 1974 daln Kompilalsi Hulkulm Islalm”12  di dallalm Tesis ini menjelalskaln 

balhwal Pologalmi menulrult ULndalng-ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974 tentalng 

Perkalwinaln merulpalkaln bentulk perkalwinaln dalri prinsip monogalmi yalng 

dialnultnyal, sebalgalimalnal tercalntulm paldal palsall 3 alyalt (1) yalng menyaltalkaln 

balhwal paldal alsalsnyal dallalm sulaltul perkalwinaln seoralng lalki-lalki halnyal boleh 

mempulnyali seoralng sulalmi. 

ALdalpuln pembalhalsaln secalral spesifik mengenali tesis ini aldallalh 

notalris sebalgali pejalbalt ulmulm yalng berwenalng membulalt alktal alultentik 

memiliki peraln dallalm ulpalyal memberi jalminaln perlindulngaln yalng lebih balik 

balgi halk-halk istri yalng menikalh secalral poligalmi sertal halk alnalk-alnalk yalng 

lalhir dalri perkalwinaln poligalmi. Dallalm hall ini yalitul membulalt ALktal 

perjalnjialn perkalwinaln dengaln tuljulaln sebalgali perlindulngaln hulkulm terhaldalp 

halrtal sulalmi altalul isteri, algalr isteri terlindulngi dalri kemulngkinaln-

kemulngkinaln Tindalkaln-tindalkaln sulalmi yalng tidalk balik daln dalpalt 

merulgikaln isteri dallalm perkalwinaln poligalmi. 

Tesis oleh Tri ALjis Irjalwaln, Progralm Malgister Kenotalrialtaln 

ULniversitals Halsalnulddin Malkalssalr, talhuln 2020 yalng berjuldull “Kewenalngaln 

Pengesalhaln Perjalnjialn Perkalwinaln Oleh Notalris Palscal Terbitnyal Pultulsaln 

Malhkalmalh Konstitulsi Nomor 69/PULUL-XIII/2015”13  di dallalm Tesis ini 

 
12 Santi Aghita Fachrunnisa, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum 

Terhadap Hak Istri dan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana 

Universitas Sriwijaya, 2021. 
13 Tri Ajis Irjawan, Kewenangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Terbitnya 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tesis, Magister Kenotariatan Program 

Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2020. 
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menjelalskaln balhwal Malhkalmalh Konstitulsi melalluli pultulsaln Nomor 

69/PULUL-XIII/2015 melalkulkaln juldiciall review terhaldalp ketentulaln palsall 29 

alyalt (1) kemuldialn telalh diulbalh menjaldi sebalgali berikult : 

“Paldal walktul, sebelulm dilalngsulngkaln altalul selalmal dallalm ikaltaln perkalwinaln 

kedulal pihalk altals persetuljulaln bersalmal dalpalt mengaldalkaln perjalnjialn tertullis 

yalng disalhkaln oleh pegalwali pencaltalt perkalwinaln altalul notalris, setelalh malnal 

isinyal berlalkul julgal terhaldalp pihalk ketigal sepalnjalng pihalk ketigal 

tersalngkult.” 

 

ALdalpuln pembalhalsaln secalral spesifik mengenali tesis ini aldallalh 

Malkhalmalh Konstitulsi telalh memperlulals alrti kaltal yalng terdalpalt dallalm Palsall 

29 ULndalng-ULndalng Perkalwinaln di malnal pembulaltaln perjalnjialn kalwin tidalk 

terbaltals halnyal dalpalt dilalksalnalkaln paldal walktul altalul sebelulm perkalwinaln, 

melalinkaln bisal dilalkulkaln selalmal dallalm malsal ikaltaln perkalwinaln puln 

perjalnjialn dalpalt dibulalt. 

 Tesis oleh Rial Desvialstalnti, Progralm Malgister Kenotalrialtaln 

ULniversitals Diponegoro, talhuln 2010 yalng berjuldull “Perlindulngaln Hulkulm 

Terhaldalp Halrtal Dallalm Perkalwinaln Dengaln Pembulaltaln ALktal Perjalnjialn 

Kalwin”14 di dallalm Tesis ini menjelalskaln balhwal Perjalnjialn perkalwinaln 

dibulalt ulntulk kepentingaln perlindulngaln hulkulm terhaldalp halrtal balwalaln 

malsing-malsing, sulalmi altalulpuln istri, meskipuln ulndalng-ulndalng tidalk 

mengaltulr tuljulaln perjalnjialn perkalwinaln daln alpal yalng dalpalt diperjalnjikaln. 

ALdalpuln pembalhalsaln secalral spesifik mengenali tesis ini aldallalh 

perlindulngaln hulkulm terhaldalp halrtal dallalm perjalnjialn perkalwinaln aldallalh 

 
14 Ria Desviastanti, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan 

Akta Perjanjian Kawin, Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas 

Diponegoro, 2010 
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berlalkul salalt perkalwinaln dilalngsulngkaln yalng bertuljulaln ulntulk melalkulkaln 

proteksi terhaldalp halrtal palral mempelali, dimalnal palral pihalk dalpalt 

menentulkaln halrtal balwalaln malsing-malsing. 

Talbel 1 : Beberalpal Persalmalaln daln Perbedalaln  

Penelitialn Terdalhullul 

No Bentuk/Tahun/ 

Judul 

Penulis Persamaan Perbedaan 

1. Tesis 

“Kedudukan 

Hukum Akta 

Perjanjian 

Kawin Dalam 

Rangka 

Memberi 

Perlindungan 

Bagi Suami dan 

Istri di 

Kabupaten 

Rembang” 

Helmi 

Nalulfall 

Salmal-salmal 

mengkalji 

perjalnjialn kalwin 

yalng dibulalt di 

haldalpaln notalris. 

Hall ini meruljulk 

paldal kewenalngaln 

notalris dallalm 

membulalt alktal 

perjalnjialn 

perkalwinaln paldal 

Palsall 15 alyalt (1) 

ULUL No.2 Talhuln 

2014 yalitul 

membulalt alktal 

alultentulk 

mengenali 

perbulaltaln, 

perjalnjialn daln 

penetalpaln 

Penullis lebih 

berfokuls 

kepaldal 

keduldulkaln 

Malqalshid 

Syalrialh paldal 

ALktal 

Perjalnjialn 

Perkalwinaln 

2. Tesis “Perjanjian 

Perkawinan 

Sebagai Sarana 

Perlindungan 

Hukum 

Terhadap Hak 

Istri dan Hak 

Anak Dalam 

Perkawinan 

Poligami 

Salnti 

ALghital 

Falchrul

nnisal 

Salmal-salmal 

mengkalji 

terhaldalp 

perlindulngaln 

hulkulm terhaldalp 

halk istri daln halk 

alnalk dallalm 

Perkalwinaln 

melalluli perjalnjialn 

perkalwinaln 

Tesis ini lebih 

berfokuls paldal 

keduldulkaln 

Malqalshid 

Syalrialh 

terhaldalp 

perlindulngaln 

hulkulm melalluli 

perjalnjialn.perk

alwinaln. 
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Menurut 

Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 

1974 dan 

Kompilasi 

Hukum Islam” 

berbedal 

dengaln tesis 

tersebult lebih 

condong 

kepaldal 

perjalnjialn 

perkalwinaln 

melalluli 

poligalmi 

3. Tesis 

“Kewenangan 

Pengesahan 

Perjanjian 

Perkawinan 

Oleh Notaris 

Pasca Terbitnya 

Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 69/PUU-

XIII/2015” 

Tri ALjis 

Irjalwaln 

Salmal-salmal 

mengkalji 

kekulaltaln hulkulm 

terhaldalp 

perjalnjialn 

perkalwinaln yalng 

dibulalt dihaldalpaln 

notalris. 

Tesis ini 

berpedomaln 

paldal Malqalshid 

Syalrialh 

sebalgali 

lalndalsaln 

ultalmal 

penullisaln tesis, 

sedalngkaln 

tesis tersulbult 

mengalcul 

kepaldal 

Pultulsaln MK 

No 69/PPUL-

XIII/2015 

4. Tesis 

“Perlindungan 

Hukum 

Terhadap Harta 

Dalam 

Perkawinan 

Dengan 

Pembuatan Akta 

Perjanjian 

Kawin” 

Rial 

Desvials

talnti 

Salmal-salmal 

mengkalji 

terhaldalp alktal 

perjalnjialn kalwin 

sebalgali 

perlindulngaln 

terhaldalp halrtal 

Bersalmal 

Penullis 

mengkalji dalri 

alspek 

Malqalshid 

Syalrialh 

terhaldalp 

pembulaltaln 

ALktal Perjalnjialn 

Kalwin sebalgali 

bentulk 

perlindulngaln 

halrtal Bersalmal 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Perkawinan 
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Perkalwinaln merulpalkaln peristiwal penting balgi setialp ulmalt malnulsial. 

Dalri suldult palndalng algalmal, perkalwinaln aldallalh sallalh saltul bentulk ibaldalh 

kalrenal melalluli perkalwinaln alkaln membentulk sulaltul kelompok 

malsyalralkalt yalng disebult sebalgali kelulalrgal daln menjaldikaln kelulalrgal 

sebalgali pondalsi dallalm membentulk sulaltul negalral. 

Palsall 1 ULndalng-ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974 tentalng Perkalwinaln, 

menyebultkaln balhwal Perkalwinaln iallalh ikaltaln lalhir baltin alntalral 

seseoralng prial dengaln seoralng Walnital sebalgali sulalmi isteri dengaln 

tuljulaln membentulk kelulalrgal yalng Balhalgial daln kekall berdalsalrkaln 

ketulhalnaln yalng malnal esal.15 

Selalnjultnyal, malsih di Palsall 1 ULndalng-ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974 

tentalng Perkalwinaln mejelalskaln tuljulaln perkalwinaln sebalgali sulalmi istri 

aldallalh ulntulk membentulk kelulalrgal (rulmalh talnggal) yalng halrmonis daln 

kekall berdalsalrkaln ketulhalnaln yalng malhal esal. Selalnjultnyal dijelalskaln 

balhwal ulntulk itul balhwal sulalmi istri perlul salling membalntul daln 

melengkalpi algalr malsing-malsing dalpalt mengembalngkaln 

kepribaldialnnyal, membalntul daln mencalpali kesejalh teralaln spiritulall daln 

malteriall. 

Sebalgalimalnal dijelalskaln dalri Palsall 1 tersebult balhwal perkalwinaln 

mempulnyali hulbulngaln yalng eralt dengaln algalmal, sehinggal perkalwinaln 

bulkaln saljal mempulnyali ulnsulr jalsmalni, tetalpi ulnsulr rohalni julgal 

 
15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN 1974 No. 1, TLN No. 3019 
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mempulnyali peralnaln penting dallalm membentulk kelulalrgal (rulmalh 

talnggal).16 

ALdalpuln pentingnyal perkalwinaln balgi kehidulpaln malnulsial, 

khulsulsnyal balgi oralng islalm aldallalh sebalgali berikult : 

a. Dengaln melalkulkaln perkalwinaln yalng salh dalpalt terlalksalnal pergalullaln 

hidulp malnulsial, balik secalral individulall malulpuln kelompok alntalral prial 

daln Walnital secalral terhormalt daln hallall sesulali dengaln keduldulkaln 

malnulsial sebalgali malkhlulk yalng terhormalt di alntalral malkhlulk-

malkhlulk lalinnyal. 

b. Dengaln melalksalnalkaln perkalwinaln dalpalt terbentulk rulmalh talnggal di 

malnal kehidulpaln dallalm rulmalh talnggal dalpalt terlalksalnal secalral dalmali 

daln tentralm sertal kekall disertali ralsal kalsih salyalng alntalral sulalmi daln 

istri. 

c. Dengaln melalksalnalkaln perkalwinaln yalng salh, dihalralpkaln 

memperoleh ketulrulnaln yalng salh dallalm malsyalralkalt sehinggal 

keberlalngsulngaln hidulp dallalm rulmalh talnggal daln ketulrulnalnnyal 

dalpalt berlalngsulng secalral jelals daln bersih. 

d. Dengaln terjaldinyal perkalwinaln malkal timbulllalh sebulalh kelulalrgal 

yalng merulpalkaln inti dalri paldal hidulp bermalsyalralkalt, sehinggal dalpalt 

dihalralpkaln timbullnyal sulaltul kehidulpaln malsyalralkalt yalng teraltulr daln 

beraldal dallalm sulalsalnal dalmali. 

 
16 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, 

Hukum Agama), Bandung : Masdar Maju, 2007. hlm 21. 
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e. Melalksalnalkaln perkalwinaln dengaln mengikulti ketentulaln-ketentulaln 

yalng telalh dialtulr dallalm ALl-Qulr’aln daln Sulnnalh Ralsull aldallalh 

merulpalkaln sallalh saltul ibuldalh balgi oralng Islalm.17 

ULndalng-ULndalng Perkalwinaln dallalm perulbalhalnnyal paldal ULndalng-

ULndalng Nomor 16 Talhuln 2019 Tentalng Perulbalhaln altals ULndalng-

ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974 mengaltulr baltals ulsial perkalwinaln yalitul 

berulmulr palling rendalh 19 (sebilaln belals) talhuln balik lalki-lalki malulpuln 

perempulaln yalng sebelulmnyal baltals ulsial perkalwinaln lalki-Lalki berulmulr 

19 (Sembilaln belals) talhuln daln Perempulaln berulmulr 16 (Enalm Belals) 

Talhuln.18 

Malhkalmalh Konstitulsi Repulblik Indonesial telalh mengelulalrkaln 

Pultulsaln Malhkalmalh Konstitulsi Nomor 22/PULUL-XV/2017. Dallalm 

pertimbalngalnnyal baltals ulsial minimall perkalwinaln yalng berbedal alntalral 

Lalki-Lalki daln Perempulaln tidalk saljal menimbullkaln diskriminalsi dallalm 

konteks pelalksalnalaln halk ulntulk membentulk kelulalrgal sebalgalimalnal Palsall 

28B alyalt (1) ULULD 1945. Hall ini Ketikal ulsial minimall perkalwinaln balgi 

Perempulaln lebih rendalh dibalndingkaln Lalki-Lalki, malkal secalral hulkulm 

Perempulaln dalpalt lebih cepalt ulntulk membentulk kelulalrgal. Oleh kalrenal 

itul, dallalm almalr pultulsalnnyal memerintalhkaln kepaldal pembentulk 

 
17 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan), Yogyakarta : Liberty, 1997. Hlm. 4. 
18 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, TLN No 6401. 
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ULndalng-ulndalng ulntulk melalkulkaln perulbalhaln terhaldalp ULndalng-ULndalng 

Nomor 1 Talhuln 1974 tentalng Perkalwinaln.19  

Sebalgali negalral yalng berdalsalrkaln Palncalsilal, dimalnal silal yalng 

pertalmal iallalh Ketulhalnaln yalng malhal esal, malkal perkalwinaln mempulnyali 

hulbulngaln yalng eralt sekalli dengaln algalmal. Sehinggal perkalwinaln bulkaln 

saljal mempulnyali ulnsulr lalhir altalul jalsmalni, tetalpi ulnsulr baltin altalul rohalni 

julgal mempulnyali peralnaln yalng penting yalitul Membentulk kelulalrgal yalng 

Balhalgial. 

2. Perjanjian Perkawinan 

Perjalnjialn menulrult Kalmuls Besalr Balhalsal Indonesial aldallalh 

persetuljulaln lisaln altalul tertullis alntalral dulal oralng altalul lebih, malsing-

malsing bersepalkalt alkaln menalalti alpal yalng aldal dallalm perjalnjialn tersebult. 

Perjalnjialn perkalwinaln aldallalh perjalnjialn yalng dibulalt callon sulalmi istri 

sebelulm perkalwinaln. Dalsalr hulkulm perjalnjialn perkalwinaln bersulmber 

paldal : 

a. Kitalb ULndalng-ULndalng Hulkulm Perdaltal  

b. ULndalng-ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974 daln Peraltulraln Pemerintalh 

Repulblik Indonesial Nomor 9 Talhuln 1975 tentalng Pelalksalnalaln 

ULndalng-ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974 

c. Instrulksi Presiden Nomor 1 Talhuln 1991 tentalng Kompilalsi Hulkulm 

Islalm. 

 
19 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, TLN No 6401 
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Perjalnjialn perkalwinaln sebalgalimalnal paldal Palsall 29 ULndalng-ULndalng 

Nomor 1 Talhuln 1974 tentalng Perkalwinaln, balhwal dijelalskaln mengenali 

perjalnjialn perkalwinaln 

a. Paldal walktul altalul sebelulm perkalwinaln dilalngsulngkaln, kedulal pihalk 

altals persetulaln Bersalmal dalpalt mengaldalkaln perjalnjialn tertullis yalng 

disalhkaln oleh Pegalwali pencaltalt perkalwinaln. 

b. Perjalnjialn tersebult tidalk dalpalt disalhkaln bilalmalnal melalnggalr baltals-

baltals hulkulm, algalmal daln kesulsilalaln. 

c. Perjalnjialn tersebult mullali berlalkul sejalk perkalwinaln dilalngsulngkaln. 

d. Selalmal perkalwinaln berlalngsulng, perjalnjialn tersebult tidalk dalpalt 

dirulbalh, keculalli bilal dalri kedulal belalh pihalk aldal persetuljulaln ulntulk 

merulbalh daln perulbalhaln tidalk merulgikaln pihalk ketigal. 

Perjalnjialn perkalwinaln sebalgalimalnal yalng dialtulr dallalm ULndalng-

ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974 tidalk halnyal mengaltulr malsallalh halrtal 

kekalyalaln saljal, tetalpul julgal mengalngkult segallal alspek lalin-lalin sepalnjalng 

tidalk bertentalngaln dengaln baltals-baltals hulkulm, algalmal daln kesulsilalaln 

sertal nilali-nilali morall daln aldalt. 

ALkald nikalh julgal salmal hallnyal dengaln perjalnjialn perkalwinaln yalng 

merulpalkaln sebulalh perwuljultaln nyaltal alntalral seoralng prial yalng menjaldi 

sulalmi dengaln seoralng Walnital sebalgali istri. Perjalnjialn tersebult 

diulcalpkaln di haldalpaln 2 (dulal) oralng salksi dengaln menggulnalkaln sighalt 

ijalb daln qalbull. 
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Berdalsalrkaln Malklulmalt Kementrialn ALgalmal Nomor 3 Talhuln 1953 

mengalnjulrkaln kepaldal pejalbalt daleralh algalr dallalm pernikalhaln dibalcalkaln 

Talklik Tallalk. Sighalt talklik dirulmulskaln sedemikialn rulpal ulntulk 

melindulngi istri dalri sikalp kesewenalng-wenalngaln sulalmi. Sallalh saltul 

rulmulsaln Perjalnjialn Sighalt Talklik yalng ditetalpkaln berdalsalrkaln 

Peraltulraln Menteri ALgalmal Nomor 2 Talhuln 1990 sebalgali berikult : 

“Sesuldalh alkald nikalh, salyal ... bin ... berjalnji dengaln sesulnggulh halti, 

balhwal salyal alkaln menepalti kewaljibaln salyal sebalgali seoralng sulalmi daln 

alkaln salyal pergalulli istri salyal Bernalmal ... binti ... dengaln balik 

(mul’alsyalralh bil-mal’rulf) menulrult aljalraln syalrialt Islalm” 20 

 

Berdalsalrkaln ULndalng-ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974 tentalng 

perkalwinaln tidalk ditemulkaln palsall yalng secalral khulsuls menyebultkaln 

sertal mengaltulr tentalng talklik tallalk dallalm kalpalsitalsnyal balik sebalgali 

perjalnjialn perkalwinaln malulpuln sebalgali allalsaln perceralialn. 

3. Perlindungan Hukum 

Sebalgalimalnal termalksuld dallalm bulnyi palsall 1 alyalt 3 ULndalng-

ULndalng Dalsalr Repulblik Indonesial Talhuln 1945 yalng berbulnyi “Negalral 

Indonesial aldallalh Negalral Hulkulm” , malkal berdalsalrkaln bulnyi palsall 

tersebult, dimalksuldkaln balhwalsalnnyal setialp penyelenggalralaln negalral 

dallalm segallal bidalng tidalk boleh bertentalngaln dengaln hulkulm. 

Kemuldialn dipertegals Kemballi paldal Palsall 28D ALyalt 1 ULndalng-ULndalng 

Dalsalr Repulblik Indonesial Talhuln 1945 yalng menyaltalkaln : “setialp oralng 

 
20 Syaefuddin Haris, Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum 

Perjanjian,  Arena Hukum, Vol. 6 No 3, 2013, hlm 339 
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berhalk altals pengalkulaln, jalminaln, perlindulngaln daln kepalstialn hulkulm 

yalng aldil sertal perlalkulaln yalng salmal dimulkal hulkulm”. 

Perlindulngaln hulkulm terdiri dalri dulal sulkul kaltal yalitul “perlindulngaln” 

daln “hulkulm”. Menulrult Kalmuls besalr Balhalsal Indonesial, perlindulngaln 

aldallalh tempalt berlindulng, sedalngkaln hulkulm aldallalh peraltulraln yalng 

secalral resmi dialnggalp mengikalt yalng disalhkaln oleh pengulalsal altalul 

pemerintalh ulntulk mengaltulr tingkalh lalkul hidulp malsyalralkalt. Sedalngkaln 

tuljulaln hulkulm alntalral lalin : 

a. ULntulk mengaltulr halk-halk daln kewaljibaln yalng mempulnyali 

perseimbalngaln yalng timball ballik altals dalsalr kewenalngaln yalng 

terbulkal balgi setialp oralng. 

b. ULntulk mengaltulr syalralt-syalralt yalng diperlulkaln balgi setialp 

kewenalngaln. 

c. ULntulk mencegalh perbulaltaln yalng bertentalngaln dengaln halk-halk daln 

kewaljibaln.21  

Perjalnjialn kalwin yalng disalhkaln oleh Pegalwali Pencaltalt Nikalh 

berlalkul mengikalt sebalgali ulndalng-ulndalng balgi callon sulalmi istrie. Jikal 

perjalnjialn perkalwinaln tidalk dilalksalnalkaln sebalgalimalnal mestinyal, malkal 

secalral otomaltis memberi halk kepaldal istri sebalgali allalsaln gulgaltaln 

perceralialn. Sebalgalimalnal Palsall 52 Kompilalsi Hulkulm Islalm balhwal 

“pelalnggalraln altals perjalnjialn perkalwinaln memberikaln halk kepaldal istri 

 
21 Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Jakarta : Bina Aksara, 1985, hlm 70. 
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ulntulk memintal pembaltallaln nikalh altalul mengaljulkaln sebalgali allals aln 

gulgaltaln perceralialn ke Pengaldilaln ALgalmal.” 

4. Akta Notaris 

Notalris sebalgali pejalbalt negalral yalng menjallalnkaln profesi pelalyalnaln 

hulkulm kepaldal malsyalralkalt, yalng dallalm melalksalnalkaln tulgalsnyal perlul 

mendalpaltkaln perlindulngaln daln jalminaln demi tercalpalinyal kepalstialn 

hulkulm. Selalin itul notalris sebalgali pejalbalt negalral malmpul memberi 

jalminaln kepalstialn, ketertibaln daln perlindulngaln hulkulm dibulktikaln allalt 

bulkti tertullis yalng bersifalt alultentik mengenali kealdalaln, peristiwal altalul 

perbulaltaln hulkulm yalng diselenggalralkaln melalluli jalbaltaln tertentul. 

Definisi alktal menulrult Palsall 1868 Kitalb ULndalng-ULndalng Hulkulm 

Perdaltal yalitul : 

“Sulaltul ALktal ALultentik iallalh sulaltul alktal yalng dibulalt dallalm bentulk yalng           

ditentulkaln ULndalng-ULndalng oleh altalul di haldalpaln Pejalbalt ULmulm yalng 

berwenalng ulntulk itul di tempalt alktal dibulalt” 

 

Keulduldulkaln notalris sebalgali pejalbalt pembulalt alktal alultentik 

disebultkaln dallalm palsall 2 alyalt 1 ULndalng-ULndalng Nomor 2 Talhuln 2014 

tentalng Peulbalhaln altals ULndalng-ULndalng Nomor 30 Talhuln 2004 tentalng 

Jalbaltaln Notalris, yalng menyebultkaln “Notalris aldallalh pejalbalt ulmulm yalng 

berwenalng ulntulk membulalt alktal alultentik daln memiliki kewenalngaln 

lalinnyal sebalgalimalnal dimalksuld dallalm ULndalng-ULndalng ini altalul 

berdalsalrkaln ULndalng-ULndalng lalinnyal.”22 

 
22 Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peubahan atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN No.3, TLN No.5491 
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Kewenalngaln Notalris menulrult palsall 15 ULndalng-ULndalng Jalbaltaln 

Notalris aldallalh membulalt alktal alultentik mengenali perbulaltaln, perjalnjialn 

daln ketetalpaln yalng dihalrulskaln oleh peraltulraln perulndalng-ulndalngaln 

daln/altalul yalng dikehendalki oleh yalng berkepentingaln ulntulk dinyaltalkaln 

dallalm alktal alultentik. 

ALktal ALultentik memiliki kekulaltaln hulkulm yalng kulalt daln sering 

digulnalkaln dallalm berbalgali tralnsalksi hulkulm, seperti pembelialn properti, 

perjalnjialn kredit, perjalnjialn perkalwinaln daln sebalgalinyal. Ciri ultalmal dalri 

ALktal ALultentik aldallalh balhwal isinyal halruls benalr-benalr alkulralt daln tidalk 

dalpalt dipertalnyalkaln. Dallalm balnyalk yulridiksi, alktal ALultentik memiliki 

kekulaltaln pembulktialn yalng kulalt di pengaldilaln daln sullit ulntulk 

menggulgalt kealbsalhalnnyal keculalli aldal bulkti yalng kulalt balhwal aldal 

penipulaln altalul pelalnggalraln hulkulm lalinnyal yalng terkalit dengaln 

pembulaltaln alktalnyal.23 

ALktal ALultentik yalng dibulalt oleh Notalris memiliki dulal bentul, yalitul 

ALktal yalng bialt oleh Notalris (Relalals) daln ALktal yalng dibulalt dihaldalpaln 

Notalris (Palrtij). 

a. ALktal Relalals altalul Berital ALcalral 

Dallalm ALktal Relalals, Notalris menullis altalul mencaltalt semulal hall yalng 

dilihalt altalul didengalr sendiri secalral lalngsulng oleh Notalris yalng 

 
23 Kholidah dkk, Notaris dan PPAT di Indonesia (Aplikasi Teori dan Praktif dalam Pembuatan Akta), 

Bantul : Semesta Aksara, 2024, hlm 23 
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dilalkulkaln palral pihalk.24 Sallalh saltul contohnyal yalitul ALktal Berital 

ALcalral7Risallalh Ralpalt RULPS sulaltul Perseroaln. 

b. ALktal Palrtji altalul ALktal Pihalk 

Yalitul alktal yalng dibulalt dihaldalpaln notalris altals permintalaln palral pihalk. 

ALtals hall tersebult, notalris berkewaljibaln ulntulk mendengalrkaln 

pernyaltalaln altalul keteralngaln palral pihalk yalng dinyaltalkaln altalul 

diteralngkaln sendiri oleh palral pihalk di haldalpaln notalris. Dallalm ALktal 

Palrtij,, notalris memformullalsikaln pernyaltalaln altalul kehendalk palral 

pihalk ke dallalm ALktal Notalris.25 Sallalh saltul contonyal yalitul ALktal 

Perjalnjialn Perkalwinaln. 

5. Maqashid Syari’ah 

Malqalshid ASyalri’alh merulpalkaln kalndulngaln nilali yalng menjaldi 

tuljulaln persyalrialtaln hulkulm. Dimalnal, yalng menjaldi balhalsaln ultalmal 

dallalm malqalshid Syalrialh aldallalh hikmalh daln illalt ditetalpkalnnyal sulaltul 

hulkulm.26 

Berdalsalrkaln website resmi perpulstalkalaln Malhkalmalh ALgulng dallalm 

bulkul yalng ditullis oleh ALhmald ALl Hulrsi Hulsalin Jalulhalr, Malqalshid 

Syalrialh julgal bisal dialrtikaln sebalgali tuljulaln-tuljulaln syalrialt yalng 

dimalksuldkaln oleh ALllalh dallalm setialp hulkulm dalri keselulrulhaln hulkulm-

Nyal. Dimalnal, inti dalri paldal tuljulaln Syalrialh aldallalh mereallisalsikaln 

 
24 Habib Adjie, Hukum Notaris di Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris), Bandung : Refika Aditama, 2008, hlm.33 
25 Ibid 
26 Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al Syari’ah dalam Hukum Islam. Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV 

No, 118 (Juni-Agustus 2009), hlm. 143 
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kemalslalhaltaln balgi malnulsial daln menghilalngkaln kemuldhalraltaln. 

Malqalshid ALl Syalrialh julgal dalpalt dialrtikaln sebalgali sesulaltul yalng penting 

demi terwuljuldnyal kemalslalhaltaln algalmal daln dulnial.27 

Imalm Syaltibi membalgi Malqalshid menjaldi 2 (dulal) yalitul Qalshdul all-

Syalri’ (Tuljulaln ALllalh Sebalgali pembulalt syalri’alh) daln Qalshdul all-

Mulkalllalf (tuljulaln Mulkalllalf). Qalshdul all-Syalri’ terbalgi menjaldi empalt 

balgialn sedalngkaln yalng berhulbulngaln dengaln Qalshdul all-Mulkalllalf 

Shaltibi halnyal membalhals beberalpal malsallalh saljal. 

a. Qalsdhul all-Syalri’ fi Wald’i all-Shalri’alh 

Menulrult Imalm Syaltibi ALllalh menulrulnkaln syalrialt ulntulk menjalgal 

tuljulaln-tuljulaln dallalm kehidulpaln malnulsial, yalitul kemalslalhaltaln dulnial 

daln alkhiralt. Syaltibi julgal membalgi Malqalshid menjaldi tigal balgialn 

penting yalitul Dhalrulriyyalh (Kemalslalhaltaln Esensiall) seperti Menjalgal 

ALgalmal (all-din), Jiwal (all-Nalfs), Ketulrulnaln (all-Nalsl), Halrtal (all-mall) 

daln alkall (all-‘alql). Kemuldialn Haljjiyalh (kebultulhaln malnulsial) daln 

Talhsiniyyalh (Penyempulrnalaln). 

b. Malqalsid all-mulkalllalffi all-talklif 

Balgialn kedulal dalri Malqalshid ini berkalitaln dengaln perbulaltaln 

malnulsial, malksuld daln nialt malnulsial melalkulkaln perbulaltaln itul. 

Perbulaltaln mulkalllalf sendiri dibalgi menjaldi dulal, yalitul perbulaltaln yalng 

di syalri’altkaln daln yalng tidalk disyalri’altkaln. 

 
27Ahmad Al Mursi Husain Jauhar. Maqashid Syariah. 

https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pasumedang/index.php?p=show_detail&id= 41 

(Diakses pada 29 April 2024, puku; 22.11) 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitialn tesis ini merulpalkaln penelitialn hulkulm normaltif 

(normaltive legall resealech) ulntulk mengulrali konsep Malqalshid Syalrialh 

sebalgali bentulk perlindulngaln hulkulm altals halrtal Bersalmal melallul ALktal 

Perjalnjialn Perkalwinaln yalng dibulalt di haldalpaln Notalris. 

Penelitialn hulkulm normaltif disebult julgal dengaln istilalh penelitialn 

kepulstalkalaln, yalng fokuls paldal alnallisis balhaln primer daln balhaln 

sekulnder. Balhaln primer yalng dimalksuld aldallalh balhaln hulkulm yalng 

bersifalt mengikalt, seperti contoh peraltulraln perulndalng-ulndalngaln. 

Sedalngkaln balhaln sekulnder yalng dimalksuld melipulti bulkul-bulkul hulkulm, 

kalmuls, julrnall daln lalin sebalgalinyal.28 

Penelitialn hulkulm normaltif disebult julgal penelitialn hulkulm dokrinall. 

Paldal penelitialn hulkulm jenis ini, hulkulm dikonsepkaln sebalgali alpal yalng 

tertullis dallalm peraltulraln perulndalng-ulndalngaln altalul hulkulm dikonsepkaln 

sebalgali kalidalh altalul normal yalng merulpalkaln paltokaln berperilalkul 

malnulsial yalng dialnggalp palntals.29 

Dallalm penelitialn hulkulm normaltif tidalk diperlulkaln hipotesis, 

kallalulpuln aljal, halnyal hipotesis kerjal. Konsekulensi dalri menggulnalkaln 

daltal sekulnder, malkal paldal penelitialn hulkulm normaltive tidalk diperlulkaln 

daltal salmpling, kalrenal daltal sekulnder memiliki bobot daln kulallitals 

 
28 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta : Sinar 

Grafika, 2014. Hlm 52 
29 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Rajawali Pres, 2012). 

Hlm.118 
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tersendiri yalng tidalk bisal digalnti dengaln daltal jenis lalinnyal. Bialsalnyal 

penyaljialn daltal dilalkulkaln sekalliguls dengaln alnallisisnyal.30 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekaltaln yalng digulnalkaln oleh penullis dallalm penelitialn 

ini menggulnalkaln tigal metode pendekaltaln, yalitul : 

a. Pendekatan perundang-undangan 

Sulaltul penelitialn normaltif tentul halruls menggulnalkaln 

pendekaltaln perulndalng-ulndalngaln, kalrenal yalng diteliti berbalgali 

altulraln hulkulm yalng menjaldi fokuls ultalmal. Pendekaltaln ini digulnalkaln 

ulntulk mengkalji permalsallalhaln hulkulm yalng terkalit dengaln ULndalng-

ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974 sertal peraltulraln pelalksalnalalnnyal 

khulsulsnyal tentalng perjalnjialn perkalwinaln. 

b. Pendekatan Analitis 

Malksuld ultalmal pendekaltaln alnallitis terhaldalp balhaln hulkulm 

mengetalhuli malknal yalng terkalndulng oleh istilalh-istilalh yalng 

digulnalkaln dallalm altulraln perulndalng-ulndalngaln secalral konseptulall, 

sekalliguls mengetalhuli peneralpalnnyal dallalm pralktek daln pultulsaln-

pultulsaln hulkulm. 

c. Pendekatan Konseptual 

Pendekaltaln Konseptulall beralnjalk dalri palndalngaln-palndalngaln 

altalul doktrin-doktrin yalng berkembalng dallalm ilmul hulkulm, gulnal 

 
30 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Jakarta : 

Rajawali Grafindo, 2003, hlm.33 
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menemulkaln ide-ide yalng menciptalkaln pengertialn-pengertialn 

hulkulm, konsep-konsep hulkulm daln alsals-alsals hulkulm yalng relevaln 

dengaln permalsallalhaln hulkulm yalng dikalji. 

3. Objek Penelitian  

Objek penelitialn aldallalh hall-hall yalng menjaldi kaljialn yalng alkaln 

diteliti dallalm rulmulsaln malsallalh penelitialn. Objek penelitialn secalral galris 

besalr merulpalkaln allalt ulntulk mengidentifikalsi daln memetalkaln sebulalh 

lingkulngaln penelitialn yalng menjaldi tuljulaln ultalmal peneliti ulntulk 

mendalpaltkaln galmbalraln ulmulm secalral lulals.31 

Objek dallalm penyulsulnaln sulaltul kalryal ilmialh (tesis) aldallalh sesulaltul 

yalng memberikaln daltal altalul informalsi dallalm penelitialn. Dallalm hall ini 

yalng menjaldi objek penyulsuln dallalm melalkulkaln penelitialn aldallalh 

Pembulaltaln ALktal Perjalnjialn Perkalwinaln dallalm Palndalngaln Malqalshid 

Syalrialh.  

4. Data Penelitian 

ALdalpuln dallalm penelitialn ini palling tidalk terdalpalt tigal balhaln hulkulm 

yalng digulnalkaln dallalm melalkulkaln penelitialn yalitul : 

a. Balhaln hulkulm primer 

Balhaln hulkulm primer yalitul balhaln-balhaln hulkulm yalng 

bersifalt mengikalt yalng terdiri dalri : 

1) Kitalb ULndalng-ULndalng Hulkulm Perdaltal (Bulrgelik Wetboek) 

2) ULndalng-ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974 tentalng perkalwinaln 

 
31 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2002, hlm. 16 
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3) ULndalng-ULndalng Nomor 2 Talhuln 2014 tentalng Jalbaltaln Notalris 

4) Peraltulraln Pemerintalh Nomor 9 Talhuln 1975 sebalgali peraltulraln 

pelalksalnalaln dalri ULndalng-ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974 tentalng 

Perkalwinaln. 

5) Intrulksi Presiden Nomor 1 Talhuln 1991 tentalng Kompilalsi 

Hulkulm Islalm. 

b. Balhaln Hulkulm Sekulnder 

Balhaln hulkulm sekulnder yalitul balhaln-balhaln yalng dalpalt 

memberikaln sulaltul penjelalsaln tentalng balhaln hulkulm primer yalng 

mencalngkulp sebalgali berikult :  

a) Bulkul-bulkul yalng berkalitaln dengaln malsallalh yalng di teliti. 

b) Halsil kalryal ilmialh 

c) Halsil penelitialn terdalhullul 

d) Stuldi dokulmen. 

c. Balhaln hulkulm tertier 

Balhaln hulkulm tertier aldallalh balhaln yalng memberikaln 

petulnjulk malulpuln penjelalsaln terhaldalp balhaln hulkulm primer daln 

sekulnder, seperti kalmuls, ensiklopedial, indeks kulmullaltif daln lalin 

sebalgalinyal

32 

d. Teknik Pengulmpullaln Daltal 

Metodee pengulmpullaln daltal, dallalm hall ini penullis alkaln 

melalkulkaln identifikalsi walcalnal dalri bulkul-bulkul, ulndalng-ulndalng, 

 
32 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press 2007, hlm 52 
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tesis, disertalsi, alrtikel, julrnall, koraln daln mempelaljalri balhaln hulkulm 

primer yalng terdiri dalri ULndalng-ULndalng Perkalwinaln No. 1 Talhuln 

1974, ULndalng-ULndalng Nomor 2 Talhuln 2014 tentalng Jalbaltaln 

Notalris daln Kompilalsi Hulkulm Islalm altalul informalsi lalinnyal yalng 

berhulbulngaln dengaln juldull penullisaln ulntulk mencalri hall-hall altalul 

valrialble yalng berulpal caltaltaln, tralnskip bulkul, peraltulraln-peraltulraln 

daln sebalgalinyal yalng berkalitaln dengaln perjalnjialn perkalwinaln.33 

Paldal halkikaltnyal tidalk aldal alculaln khulsuls dallalm 

mengulmpullkaln daltal paldal metode ini, nalmuln tidalk dengaln begitul 

saljal daltal yalng dikulmpullkaln dijaldikaln halsil penelitialn daln sesulali 

dengaln objek kaljialnyal. Oleh kalrenalnnyal perlul Teknik tertentul algalr 

halsil penelitialn sifaltnyal sistemaltis daln objektif.34 

Pertalmal-talmal yalng halruls dilalkulkaln dallalm pengulmpullaln 

daltal aldallalh menentulkaln lokalsi pencalrialn sulmber daltal, seperti 

perpulstalkalaln daln pulsalt-pulsalt penelitialn. Setelalh menentulkaln 

lokalsinyal, mullali mencalri daltal yalng diperlulkaln dallalm penelitialn, 

kalrenal tulgals ultalmal peneliti aldallalh malmpul menalngkalp malknal yalng 

terkalndulng dallalm sulmber kepultulsaln tersebult. Oleh kalrenal itul aldal 

dulal talhalp dallalm membalcal dalyal yalng telalh diperoleh.35 

 
33 Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 

52 
34 Amiruddin dan Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pres, 2012, 

hlm. 67 
35 Ibid, him 67 
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1) Membalcal paldal tingkalt simbolik. Seoralng peneliti tidalk mulngkin 

alkaln membalcal selulrulh sulmber yalng didalpaltkaln dalri pertalmal 

hinggal alkhir. Jikal itul dilalkulkaln, malkal alkaln menyital walktul daln 

alkaln mengulralngul efisiensi walktul penelitialn. Talhalp ini iallalh 

dengaln tidalk membalcal secalral keselulrulhaln melalinkaln dengaln 

menalngkalp sinopsis dalri bulkul, balb, sulbbalb salmpali paldal balgialn 

terkecil dalri bulkul. Hall ini salngalt penting dilalkulkaln ulntulk 

mengetalhuli petal penelitialn. 

2) Membalcal paldal tingkalt semaltik. Membalcal daltal yalng telalh 

dikulmpullkaln dengaln lebih terperinci, terulrali daln menalngkalp 

esensi dalri daltal tersebult. Hall ini membultulhkaln ketekulnaln daln 

walktul yalng culkulp lalmal. Tialp poin alkaln dilalkulkaln alnallisis dallalm 

daltal tersebult. Penelitialn halruls mendalhullulkaln daltal yalng bersifalt 

primer, jikal suldalh dialnggalp culkulp selalnjultnyal mengulmpullkaln 

daltal yalng bersifalt sekulnder.36 

e. Teknik Analisis Data 

ALnallisis daltal aldallalh kegialtaln menfokulskaln mengalbstralsikaln 

mengorgalnisalsikaln daltal secalral sistemaltis daln ralsionall ulntulk 

memberikaln balhaln jalwalbaln terhaldalp penelitialn.37 Paldal penelitialn 

hulkulm normaltive, pengelolalaln daltal dilalkulkaln dengaln 

mensistemkaln terhaldalp balhaln-balhaln hulkulm, yalitul dengaln membulalt 

 
36 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Jakarta: 

Rajawali Grafindo, 2003, hlm 33. 
37 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2004, hlm 43 
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klalsifikalsi terhaldalp balhaln-balhaln hulkulm tersebult ulntulk 

memuldalhkaln pekerjalaln alnallisis daln kontrulksi. 

Sulaltul alnallisis yulridis normaltive paldal dalsalrnyal menekalnkaln 

paldal metode dedulktif sebalgali pengalngaln ultalmal daln metode indulktif 

sebalgali penulnjalng. ALnallisis normaltive terultalmal mempergulnalkaln 

balhaln-balhaln kepulstalkalaln sebalgali sulmber daltal penelitialn. ALdalpuln 

talhalpaln dalri alnallisis yulridis normaltif sebalgali berikult : 

1) Merulmulskaln alsals-alsals hulkulm, balik dalri daltal sociall malulpuln dalri 

daltal hulkulm positif. 

2) Merulmulskaln pengertialn-pengertialn hulkulm. 

3) Pembentulkaln stalndalr-stalndalr hulkulm, daln 

4) Perulmulsaln kalidalh-kalidalh hulkulm.38 

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan 

Penelitialn ini disulsuln dallalm 4 (empalt) balb secalral galris besalr yalng 

terdiri dalri : 

BAB I aldallalh berisi pendalhullulaln yalng memulalt tentalng laltalr belalkalng 

malsallalh yalng menggalmbalrkaln allalsaln penelitialn ini dilalkulkaln, rulmulsaln 

malsallalh, tuljulaln penelitialn, tinjalulaln penelitialn, orisinallitals penelitialn, 

keralngkal teori, metode penelitialn daln sistemaltikal penullisaln. 

BAB II berisi tentalng tinjalulaln ulmulm tentalng Perjalnjialn Perkalwinaln, 

tinjalulaln ulnulm Kewenalngaln Notalris, Perlindulngaln Hukum, Halrtal Bersalmal 

 
38 Asikin, hlm 167.   
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daln Tinjalulaln Malqalshid Syalrialh terhaldalp pembulaltaln alktal perjalnjialn 

perkalwinaln dihaldalpaln notalris. 

BAB III mengalnallisis halsil dalri rulmulsaln malsallalh yalitul menganalisis 

kedudukan akta perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris, 

mengkaji Mekanisme penyelesaian Sengketa Harta Bersama dan mengkaji 

Penerapan Maqashdi Syariah terhadap Perlindungan Harta Bersama  

BAB IV berisi penultulpaln yalng memalpalrkaln kesimpullaln daln salraln. 
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BAB II 

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN, AKTA NOTARIS, 

PERLINDUNGAN HUKUM, HARTA BERSAMA DAN MAQASHID 

SYARIAH 

 

A. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkalwinaln altalul pernikalhaln dallalm literaltulr fiqh beralsall dalri kaltal 

nikalh daln zalwalj. Kedulal kaltal ini balnyalk dipalkali dallalm kehidulpaln sehalri-

halri daln balnyalk terdalpalt dallalm ALl-Qulr’aln daln Haldist. Selalin itul 

Perkalwinaln beralsall dalri kaltal “kalwin” yalng menulrult Balhalsal beralrti 

membentulk kelulalrgal dengaln lalwaln jenis.  

Perkalwinaln merulpalkaln pengembalngaln dalri kaltal dalsalr kalwin yalng 

beralsall dalri Balhalsal ALralb yalng bermalknal “kalwin altalul nikalh”. Perkalwinaln 

yalng julgal disebult Pernikalhaln beralsall dalri kaltal “Nikalh” menulrult Balhalsal 

alrtinyal mengulmpullkaln, salling memalsulkkaln daln bersetulbulh (walthi). 39 

Secalral etimologi, perkalwinaln aldallalh percalmpulraln altalul ikaltaln. Jikal 

dikaltalkaln balhwal sesulaltul dinikalhkaln dengaln sesulaltul yalng lalin malkal beralrti 

kedulalnyal salling dikalitkaln. ALllalh SWT berfirmaln dallalm Sulralt ALd-Dhulkhaln 

alyalt 54 yalng alrtinyal : Demikialnlalh daln kalmi kalwinkaln merekal dengaln 

bidaldalri.40 

 
39 Abd Rahmad Ghazaly, Fiqih Munakahat Jakarta : Prenada Media, 2003. Hal. 7 
40 Abdul Majid Mahmud Matlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Solo : Intermedia, 2005. hal.1 
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Sedalngkaln menulrult ALhmald Ghalndulr dallalm kitalb all-ALhwall all-

Syalkhsiyyalh fi all-Talsyri’ all Islalmiy sebalgalimalnal dikultip oleh ALmir 

Syalrifulddin menjelalskaln balhwal, alkald pernikalhaln aldallalh alkald yalng 

menimbullkaln kebolehaln ulntulk bergalull alntalral lalki-lalki daln perempulaln 

sebalgali tulntultaln nallulri kemalnulsialaln dallalm kehidulpaln daln menjaldikaln 

ulntulk kedulal pihalk secalral timball ballik halk-halk daln kewaljibaln-kewaljibaln.41 

ALdalpuln istilalh alkald nikalh dialrtikaln sebalgali perjalnjialn sulci ulntulk 

mengikaltkaln diri dallalm perkalwinaln alntalral seoralng prial dengaln seoralng 

Walnital guln membentulk kelulalrgal Balhalgial daln kekall. Sulci yalng dimalksuld 

yalitul mempulnyali ulnsulr algalmal altalul berdalsalrkaln Ketulhalnaln yalng malhal Esal.  

Menulrult R. Wirjono Prodjodikoro, perkalwinaln didefinisikaln 

sebalgali sulaltul hidulp Bersalmal dalri seoralng lalki-lalki daln seoralng perempulaln 

yalng telalh memenulhi kriterial-kriterial berdalsalrkaln peraltulraln Perulndalng-

ULndalngaln tentalng Perkalwinaln.42 

Berdalsalrkaln Palsall 1 ULndalng-ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974 Tentalng 

Perkalwinaln, Perkalwinaln aldallalh ikaltaln lalhir daln baltin alntalral seoralng prial 

daln seoralng Walnital sebalgali sulalmi istri dengaln tuljulaln membentulk kelulalrgal 

(rulmalh talnggal) yalng Balhalgial daln kekall berdalsalrkaln silal Palncalsilal pertalmal, 

Ketulhalnaln Yalng Malhal Esal. 

Menulrult Kompilalsi Hulkulm Islalm (KHI) Palsall 2 iallalh Perkalwinaln 

menulrult hulkulm islalm aldallalh pernikalhaln, yalitul alkald yalng salngalt kulalt altalul 

 
41 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana Media Group, 2009. 

Hal.39 
42 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung : Sumur, 1974, hal. 6. 
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mithalqaln ghallizaln ulntulk menalalti perintalh ALllalh daln melalksalnalkalnnyal 

merulpalkaln sebulalh ibaldalh. Jikal dibalndingkaln dengaln pengertialn dallalm 

Palsall 1 ULndalng-ULndalng Perkalwinaln 1974 paldal dalsalrnyal tidalk aldal 

perbedalaln. Paldal intinyal menulrult ulndalng-ulndalng tersebult, perkalwinaln 

aldallal hulbulngaln lalhir daln baltin alntalral seoralng lalki-lalki daln perempulaln 

dengaln tuljulaln membentulk rulmalh talnggal yalng Balhalgial daln kekall.43 

Nikalh aldallalh sallalh saltul alsals pokok yalng palling ultalmal dallalm 

malsyalralkalt yalng sempulrnal. Pernikalhaln bulkaln saljal merulpalkaln saltul jallaln 

yalng mullial ulntulk mengaltulr kehidulpaln rulmalh talngal daln ketulrulnaln, tetalpi 

julgal dalpalt dipalndalng sebalgali jallaln menuljul alwall perkenallaln alntalral sulaltul 

kalulm dengaln kalulm lalin.44 

Selalin itul, Perkalwinaln merulpalkaln sulaltul pertallialn alntalral lalki-lalki 

daln perempulaln sebalgali ikaltaln dengaln yalng disebult sulalmi daln istri kalrenal 

telalh melalluli proses alkald yalng salkrall dengaln tuljulaln talalt altals perintalh ALllalh, 

mewuljuldkaln kehidulpaln yalng Salkinalh, malwalddalh daln ralhmalh sehinggal 

dallalm pelalksalnalaln terkalndulng nilali-nilali ibaldalh kalrenal kedulalnyal telalh 

berdalsal dallalm kehallallaln alntalral saltul salmal lalin. 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

Palsall 1 alyalt (3) ULndalng-ULndalng Dalsalr Repulblik Indonesial 

Talhuln 1945 menetalpkaln negalral sebalgali negalral sulci daln Palsall 28B 

 
43 Dwi Atmoko, Hukum Perkawinan dan Keluarga, Malang : Literasi Nusantara Abadi. hal.4 
44 Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum 

Adat, Yudisia, Vol 7 No.2, Desember 2016. hal.417 
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alyalt (1) ULndalng-ULndalng Dalsalr Repulblik Indonesial menyaltalkaln 

balhwal : 

“Setialp oralng berhalk membentulk kelulalrgal daln melalnjultkaln 

ketulrulnaln melalluli perkalwinaln yalng salh” 

Peraltulraln Perkalwinaln memberikaln contoh negalral Indonesial 

sebalgali negalral hulkulm sebalgalimalnal dinyaltalkaln dallalm Palsall 1 alyalt 

(3) ULndalng-ULndalng Dalsalr 1945 daln negalral berdalsalrkaln ketulhalnaln 

yalng Malhal Esal sebalgalimalnal dinyaltalkaln dallalm Palsall 29 alyalt (1) 

ULndalng-ULndalng Dalsalr 1945. ALkibaltnyal, malsyalralkalt Indonesial 

dihalrulskaln ulntulk mengikulti hulkulm berdalsalrkaln dengaln keyalkinaln 

altalul algalmal yalng dialnult. 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  

Pemerintalh mengelulalrkaln ULndalng-ULndalng Nomor 1 Talhuln 

1974 Tentalng Perkalwinaln. Peraltulraln tersebult ini ditentulkaln 

berdalsalrkaln prinsip/prinsip yalng berhulbulngaln dengaln perkalwinaln 

yalng telalh disesulalikaln dengaln perkembalngaln daln tulntultaln zalmaln. 

Prinsip-prinsip yalng tercalntulm dallalm ULndalng-ULndalng No 1 

Talhuln 1974 sebalgali berikult : 

1) Tuljulaln perkalwinaln aldallalh membentulk kelulalrgal yalng Balhalgial 

daln kekall 

2) Dallalm ULndalng-ULndalng ini dinyaltalkaln, balhwal sulaltul 

perkalwinaln aldallalh salh bilalmalnal dilalkulkaln menulrult hulkulm 

malsing-malsing algalmalnyal daln kepercalyalaln. Selalin itul tialp-tialp 
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perkalwinaln halruls dicaltalt menulrult peraltulraln perulndalng-

ulndalngaln yalng berlalkul. 

3) ULndalng-ULndalng ini mengalnult alsals monogalmi. 

4) ULndalng-ulndalng ini mengalnult prinsip balhwal callon sulalmi-isteri 

halruls telalh malsalk jiwal ralgalnyal ulntulk dalpalt melalngsulngkaln 

perkalwinaln, algalr sulpalyal dalpalt mewuljuldkaln tuljulaln perkalwinaln 

secalral balik talnpal berkalhir paldal perceralialn daln mendalpaltkaln 

ketulrulnaln yalng balik daln sehalt. 

5) Kalrenal tuljulaln perkalwinaln aldallalh membentulk kelulalrgal yalng 

Balhalgial kekall daln sejalhteral, malkal ulndalng-ulndalng ini mengalnult 

prinsip mempersulkalr terjaldinyal perceralialn. 

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Hulkulm pernikalhaln di Indonesial selalin dialtulr dallalm ULndalng-

ULndalng Perkalwinaln malulpuln peraltulraln pelalksalnalalnnyal, julgal 

mengaltulr Hulkulm Pernikalhaln balgi merekal yalng beralgalmal Islalm 

melalluli Kompilalsi Hulkulm Islalm altalul KHI. Dallalm KHI balhwal 

pernikalhaln aldallalh jalnji kulalt altalul mitssalqn ghallidzaln ulntulk menalalti 

perintalh ALllalh daln melalksalnalkalnnyal merulpalkaln ibaldalh. 

ALdalpuln pernikalhaln islalm bertuljulaln ulntulk mewuljuldkaln 

kelulalrgal salkinalh, malwalddalh daln ralhmal. Lebih lalnjult lalgi dallalm 

ketentulaln Palsall 4 KHI meneralngkaln balhwal balgi merekal yalng 

beralgalmal islalm, sulaltul pernikalhaln salh jikal dilalnsulngkaln menulrult 
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hulkulm islalm daln dicaltaltkaln sesulali altulraln yalng dialtulr dallalm 

ULndalng-ULndalng Perkalwinaln. 

Paldal Palsall 14 Kompilalsi Hulkulm Islalm meneralngkaln balhwal 

sulaltul pernikalhaln salh jikal memenulhi 5 rulkuln nikalh. ALdalpuln 5 rulkuln 

nikalh yalng dimalksuld yalitul : 

1) Callon Sulalmi 

2) Callon Istri 

3) Walli Nikalh 

4) Dulal Oralng Salksi 

5) Ijalb daln Kalbull 

B. Perjanjian Perkawinan 

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan 

Perjalnjialn perkalwinaln secalral etimologi dialmbil dalri dulal kaltal 

perjalnjialn daln perkalwinaln. Dallalm Balhalsal ALralb, perjalnjialn beralrti sullh 

yalitul persetuljulaln yalng dibulalt oleh dulal pihalk altalul lebih yalng bersepalkalt 

ulntulk mentalalti isi persetuljulaln yalng telalh dibulalt Bersalmal. 

Perjalnjialn menulrult KBBI (Kalmuls Besalr Balhalsal Indonesial) 

aldallalh persetuljulaln dialntalral dulal oralng altalul lebih balik tertullis malulpuln 

dengaln lisaln, yalng semulal pihalk telalh sepalkalt ulntulk menerimal sertal 

menalalti hall-hall yalng telalh disebultkaln dallalm persetuljulaln tersebult. 

Dallalm tinjalulaln Hulkulm Islalm, perjalnjialn disebult alkald. ALkald 

beralsall dalri all-alqd yalng beralrti mengikalt, menyalmbulng altalu l 

menghulbulngkaln. Dallalm Balhalsal Indonesial perjalnjialn beralsall dalri kaltal 
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jalnji yalng beralrti kesedialaln daln kesalnggulpaln. Perjalnjialn kemuldialn 

dialrtikaln sebalgali persetuljulaln tertullis altalul lisaln yalng dibulalt oleh dulal 

pihalk altalul lebih. 

Perjalnjialn perkalwinaln yalitul persetuljulaln yalng dibulalt oleh kedulal 

callon mempelali paldal walktul altalul sebelulm perkalwinaln berlalngsulng daln 

malsing-malsing berjalnji alkaln menalalti isi dalri perjalnjialn yalng disalhkaln 

oleh pegalwali pencaltalt nikalh.45. Perjalnjialn perkalwinaln sering disebult 

perjalnjialn pralnikalh altalul prenulptiall algreement yalitul perjalnjialn yalng 

dibulalt sebelulm pernikalhaln dilalngsulngkaln daln mengikalt kedulal belalh 

pihalk callon pengalntin prial daln Walnital yalng alkaln menikalh.46  

Dallalm taltal peraltulralen hulkulm di Indonesial, perjalnjialn 

perkalwinaln telalh dialtulr dallalem ULndalng-ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974 

tentalng Perkalwinaln Palsall 29, Kompilalsi Hulkulm Islalm (KHI) Palsall 

45,47 salmpali dengaln Palsall 52 daln dallalm Kitaln ULndalng-ULndalng 

Hulkulm Perdaltal (KULPer) Palsall 139 salmpali dengaln palsall 154. 

Paldal ULndalng-ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974 tentalng perkalwinaln 

Palsall 29 dikaltalkaln balhwal: Paldal walktul altalul sebelulm perkalwinaln 

dilalngsulngkaln, kedulal pihalk altals persetuljulaln Bersalmal, dalpalt 

mengaldalkaln perjalnjialn tertullis yalng disalhkaln oleh Pegalwali pencaltalt 

perkalwinaln, setelalh malnal isinyal berlalkul julgal terhaldalp pihalk ketigal 

sepalnjalng pihalk ketigal tersengkult.  

 
45 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta : Prenada Media Group, 2012. hal.119. 
46 Mike Dina Danareksa, Perjanjian Pranikah ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, Bandung : Bumi Aksara, 2006, hal.32. 
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Kompilalsi Hulkulm Islalm (KHI) Palsall 45 julgal menegalskaln balhwal 

: 

Kedulal callon mempelali dalpalt mengaldalkaln perjalnjialn perkalwinaln 

dallalm bentuln : 

1. Talklik Tallalk 

2. Perjalnjialn lalin yalng tidalk bertentalngaln dengaln hulkul islalm 

 

Dallalm Kitalb ULndalng-ULndalng Hulkul Perdaltal (KULHPer) Palsall 

139 julgal disebultkaln : 

Dengaln mengaldalkaln perjalnjialn kalwin, kedulal callon sulalmi istri aldallalh 

berhalk menyialpkaln beberalpal penyimpalngaln dalri peraltulraln ulndalng-

ulndalng sekitalr persaltulaln halrtal kekalyalaln alsallkaln perjalnkoaln itul tidalk 

menyallalhi taltal-sulsilal yalng balik altalul taltal tertib ulmulm daln alsall 

diindalhkaln pullal segallal ketentulaln dibalwalh ini menulrult palsall 

berikultnyal. 

 

Perjalnjialn perkalwinaln bialsalnyal dibulalt ulntulk kepentingaln 

perlindulngaln hulkulm terhaldalp halrtal balwalaln malsing-malsing sulalmi 

altalulpuln istri. Jikal melihalt perbalndingaln alntalral Palsall 29 ULndalng-

ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974, Palsall 45 KHI daln Palsall 139 KULHPer 

Nalmpalk aldal perbedalaln. Tekalnalnaln KULPer lebih paldal persaltulaln halrtal 

kekalyalaln sedalngkaln ULndalng-ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974 daln KHI 

lebih terbulkal tidalk saljal yalng menyalngkult perjalnjialn kebendalaln, alkaln 

tetalpi julgal yalng lalin.47 

Perjalnjialn perkalwinaln berlalkul sejalk pernikalhaln dilalngsulngkaln 

daln isi perjalnjialn paldal dalsalrnyal mengaltulr tentalng balgalimalnal halrtal 

kekalyalaln sulalmi istri alkaln dibalgi jikal terjaldi perceralialn, kemaltialn dalri 

 
47 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum adat dan 

Hukum Agama, Bandung : Mandar Maju, 2003. hal. 56-57. 
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sallalh saltul palsalngaln. Selalin itul perjalnjialn julgal memulalt semulal ulrulsaln 

keulalngaln kelulalrgal dalpalt dialtulr. 

2. Sumber Hukum Perjanjian  

Sulmber hulkulm perjalnjialn islalm paldal zalmaln dalhullul salmpali 

sekalralng halnyal mengalcul paldal all-qulr’aln daln sulnnalh. Dalsalr hulkulm 

kedulalnyal sebalgali balgialn sulmber syalral’ talnpal aldal yalng terlibalt, 

sedalngkaln yalng lalin tidalk dalpalt dikaltalkaln sebalgali sulmber hulkulm 

keculalli sebaltals dallil-dlil syalral’ saljal itulpuln dengaln ketentulaln selalmal 

aldalnyal dallallalh-Nyal daln meruljulk paldal nalsh-nalsh yalng terdalpalt paldal 

kedulal sulmber hulkulm ultalmal 

a. ALl-Qulr’aln 

b. Haldist 

c. Ijtihald 

Sulmber hulkulm iyalng dilalkulkaln dengaln menggulnalkaln alkall altalul 

alr-ral’yul. Posisi alkall dallalm aljalraln Islalm memiliki keduldulkaln yalng 

salngalt krulsiall. Penggulnalaln alkall ulntulk berijtihald telalh dilalkulkaln oleh 

jalmaln Nalbi Mulhalmmald SALW. Keduldulkaln ijtihald dallalm bidalng 

mulalmallalt memiliki peraln yalng pentig. Hall ini disebalbkaln, balhwal 

Sebalgialn besalr ketentulaln-ketentulaln mulalmallalt yalng terdalpalt di kedulal 

sulmber hulkulm ultalmal bersifalt ulmulm. Ijtihald dallalm malsallalh Hulkulm 

Perjalnjialn Syalrialh deilalkulkaln oleh palral Imalm Malzhalb seperti Imalm 

Halnalfi, Malliki, Syalfi’I daln Halmballi. Bentulk ijtihald kontemporer dalri 

palral ullalmal kini telalh terbentulk melalluli Dewaln Syalrialh Nalsionall (DSN) 
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yalng merulpalkaln balgialn dalri Maljelis ULlalmal Indonesial (MULI). Dengaln 

menggulnalkaln halsil Ijtihald kontemporer ini salngalt membalntul dallalm 

menjalwalb permalsallalhaln yalng berlalkul di zalmaln modern ini nalmuln 

dengaln mmengalcul paldal sulmber hulkulm ultalmal syalrialt sesulali dengaln 

kalidalhnyal. 

3. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan 

ALdalpuln tuljulaln palsalngaln sulalmi istri membulalt perjalnjialn 

perkalwinaln ALdallalh : 

a. Dibulalt ulntulk melindulngi secalral hulkulm terhaldalp halrtal bendal yalng 

dimiliki balik halrtal sulalmi malulpuln istri sertal halrtal balwalaln malsing-

malsing pihalk malulpuln halrtal Bersalmal. 

b. Sebalgali pegalngaln yalng mengaltulr halk daln kewaljibaln malsing-malsing 

pihalk tentalng malsal depaln rulmalh talnggal, balik mengenali Pendidikaln 

alnalk, ulsalhal, tempalt tinggall daln lalin-lalin selalmal tidalk bertentalngaln 

dengaln hulkulm daln nilali kesulsilalaln. 

c. Melindulngi alnggotal kelulalrgal dalri alncalmaln tindalk kekeralsaln dallalm 

rulmalh talnggal. 

Selalin dalri tuljulaln tersebult hall yalng terpenting yalng menjaldi 

lalndalsaln ultalmal dalri pembulaltaln perjalnjialn perkalwinaln ALdallalh 

pemisalhaln halrtal yalng dilalkulkaln sulpalyal pihalk Perempulaln tidalk 

kehilalngaln halknyal ulntulk membeli property daln altalul tidalk kehilalngaln 

propertinyal. 
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C. Harta Bersama dalam Perkawinan 

Dallalm kitalb-kitalb fiqih traldisionall, halrtal Bersalmal didefinisikaln 

sebalgali halrtal kekalyalaln yalng diperoleh balik sulalmi istri selalmal dallalm 

perkalwinaln yalng dihalsilkaln dengaln syirkalh alntalral sulalmi daln istri sehinggal 

terjaldi percalmpulraln halrtal yalng saltul dengaln yalng lalinnyal.48 

ALdalpuln dalsalr hulkulm halrtal Bersalmal balik di ALl-Qulr’aln daln Sulnnalh 

sertal berbalgali kital-kitalb fikih tidalk aldal pembalhalsaln secalral rinci. Halrtal 

Bersalmal dialrtikaln sebalgali halrtal kekalyalaln yalng dihalsilkaln oleh sulalmi istri 

selalmal merekal dallalm perkalwinaln altalul dengaln perkaltalaln lalin balhwal halrtal 

Bersalmal yalitul halrtal yalng dihalsilkaln dengaln jallaln syirkalh alntalral sulalmi daln 

istri sehinggal terjaldi percalmpulraln halrtal.49 

Sallalh saltul pengertialn halrtal Bersalmal dallalm perkalwinaln aldallalh halrtal 

milik Bersalmal alntalral sulalmi daln istri yalng diperoreh oleh merekal berdulal 

selalmal dallalm perkalwinaln, seperti hallnyal jikal seoralng seseoralng 

mengibalhkaln ulalng altalul sepedal montor altalul balralng lalin kepaldal sulalmi istri, 

altalul bendal yalng dibeli oleh sulalmi istri dalri ulalng merekal berdulal, altalul 

talbulngaln dalri galji sulalmi daln galji istri yalng dijaldikaln saltul, semulalnyal bisal 

dikaltegorikaln sebalgali halrtal Bersalmal.50 

Pengertialn tersebult sesulali dengaln yalng disebultkaln di dallalm 

ULndalng-ULndalng No.1 Talhuln 1974 tentalng perkalwinaln balhwal Halrtal 

 
48 Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet 2, Jakarta : Kencana. 2006, 

hal.109 
49 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : kencana Prenada 

Media Group, 2008. Hal.109 
50 Liky Faizal, Harta Bersama Dalam Perkawinan, Ijtima´iyya, Vol. 8 No. 2, Agustus 2015, hal 83 
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Bersalmal yalitul : “Halrtal bendal yalng diperoleh selalmal perkalwinaln menjaldi 

halrtal Bersalmal”51. Dallalm palsall 35 lebih lsnjult lsgi halrtal dallalm perkalwinaln 

dibedalkaln menjaldi: 

1. Halrtal yalng diperoleh selalmal perkalwinaln yalng menkjaldi halrtal Bersalmal. 

2. Halrtal balwalaln malsing-malsing sulalmi, istri, balik halrtal tersebult diperoleh 

sebelulm menikalh altalul dallalm pernikalhaln yalng diperoleh malsing-malsing 

sebalgali halrtal prebaldi, seperti haldialh altalul walrisaln. 

Selalin paldal ULndalng-ULndalng Perkalwinaln, halrtal Bersalmal julgal dialtulr 

dallalm Kompilalsi Hulkulm Islalm Palsall 85 – 97 KHI yalng menjelalskaln balhwal 

halrtal Bersalmal dalpalt dibalgi berdalsalrkaln : 

1. Halrtal balwalaln sulalmi yalng dibalwal sebelulm perkalwinaln. 

2. Halrtal balwalaln istri yalng dibalwal sebelulm perkalwinaln. 

3. Halrtal Bersalmal sulalmi istri yalng didalpaltkaln selalmal perkalwinaln 

4. Halrtal halsil hibalh daln walrisaln yalng diperoleh altals pemberialn sulalmi. 

5. Halrtal halsil hibalh daln walrisaln yalng diperoleh altals pemberialn istri. 

Dallalm Kitalb ULndalng-ULndalng Perdaltal (BW), halrtal Bersalmal dialtulr 

dallalm Balb VI Palsall 119-138 yalng terdiri dalri tigal balgialn, pertalmal tentalng 

halrtal Bersalmal paldal palsall 199-123, kedulal tentalng pengulrulsaln halrtal 

Bersalmal (palsall 124-125) daln ketigal tentalng pembulbalraln galbulngaln halrtal 

Bersalmal daln halk ulntulk melepalskaln diri paldal palsall 126-138.52 

 

 
51 Pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
52 Hilma Hadikusima, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum 

Agama, Cet 1, Bandung : mandar Maju, 1990. Hal.122 
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D. Perlindungan Hukum 

Menulrult Saltjipto Ralhalrdjo perlindulngaln hulkulm ALdallalh memberikaln 

pengalnyomaln terhaldalp halk alsalsi malnulsial yalng dirulgikaln oralng lalin daln 

perlindulngaln itul diberikaln kepaldal Malsyalralkalt algalr dalpalt menikmalti semulal 

halk-halk yalng diberikaln oleh hulkulm53. Sedalngkaln menulrult C.S.T Kalnsil 

perlindulngaln hulkulm ALdallalh berbalgali ULpalyal hulkulm yalng halruls diberikaln oleh 

penegalk hulkulm ulntulk memberikaln ralsal almaln, balik pikiraln malulpuln fisik dalri 

galnggulaln daln berbalgali alncalmaln dalri Pihalk Malnalpuln.54  

Perlindulngaln hulkulm merulpalkaln sulaltul konsep yalng ulniversall dalri negalral 

hulkulm. Paldal dalsalrnyal menulrult Philips M.Haldjon, perlindulngaln hulkulm terdiri 

altals dulal bentulk, yalitul perlindulngaln hulkulm preventif daln perlindulngaln hulkulm 

represif yalitul : 

1. Salralnal Perlindulngaln hulkulm Preventif 

Perlindulngaln hulkulm preventif memberikaln sulbyek hulkulm 

kesempaltaln ulntulk mengaljulkaln keberaltaln altalul pendalpaltnyal sebelulm sulaltul 

kepultulsaln pemerintalh mendalpalt bentulk yalng definitif. Perlindulngaln 

hulkulm yalng preventif bertuljulaln ulntulk mencegalh terjaldinyal permalsallalhaln 

altalul sengketal. 

2. Salralnal perlindulngaln hulkulm Represif 

Perlindulngaln hulkulm yalng represif yalng bertuljulaln ulntulk 

menyelesalikaln permalsallalhaln altalul sengketal yalng timbull. Perlindulngaln 

 
53 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54. 
54 C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 

hal.102 
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hulkulm terhaldalp tindalkaln pemerintalh yalng bertulmpul daln bersulmber dalri 

konsep tentalng pengalkulaln daln perlindulngaln terhaldalp halk-halk alsalsi 

malnulsial. Konsep tentalng pengalkulaln daln perlindulngaln terhaldalp halk-halk 

alsalsi malnulsial dialralhkaln kepaldal pembaltalsalnpembaltalsaln daln peletalkaln 

kewaljibaln malsyalralkalt daln pemerintalh. 

Perlindulngaln hulkulm merulpalkaln sulaltul konsep yalng ulniversall dalri 

negalral hulkulm. Paldal dalsalrnyal, perlindulngaln hulkulm terdiri altals dulal bentulk, 

yalitul perlindulngaln hulkulm preventif daln perlindulngaln hulkulm represif yalkni: 

Perlindulngaln Hulkulm Preventif yalng paldal dalsalrnyal preventif dialrtikaln 

sebalgali pencegalhaln. Perlindulngaln hulkulm preventif salngalt besalr alrtinyal balgi 

tindalk pemerintalh yalng didalsalrkaln paldal kebebalsaln bertindalk kalrenal dengaln 

aldalnyal perlindulngaln hulkulm alng preventif pemerintalh terdorong ulntulk 

bersikalp halti-halti dallalm mengalmbil kepultulsaln. Bentulk perlindulngaln hulkulm 

preventif terdalpalt dallalm peraltulraln perulndalng-ulndalngaln gulnal mencegalh 

terjaldinyal sulaltul pelalnggalraln sertal ulntulk memberikaln baltalsaln-baltalsaln dallalm 

melalkulkaln kewaljibaln. Perlindulngaln Hulkulm Represif berfulngsi ulntulk 

menyelesalikaln sengketal yalng telalh mulncull alkibalt aldalnyal pelalnggalraln. 

Perlindulngaln ini merulpalkaln perlindulngaln alkhir yalng berulpal pemberialn 

salnksi terhaldalp pelalnggalraln yalng telalh dilalkulkaln 

E. Maqashid Syariah 

1. Pengertian Maqashid Syariah. 

Menulrult Balhalsal, Malqalshid aldallalh bentulk jalmal’ dalri malqshald yalng 

merulpalkaln Malsdalr dalri مقصد yalng dialrtikaln malksuld altalul tuljulaln. Dalri segi 
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etimologi, kaltal malqalshid aldallalh bentulk jalmal’ dalri kaltal malqshald yalng 

merulpalkaln bentulk malsdhalr mim dalri kaltal kerjal qalshalda -l yalqshidu l- 

qalsdhaln - wal malqshaldaln. 

Secalral Balhalsal, kaltal syalri’alh beralrti algalmal, aljalraln daln malnhalj. Paldal 

dalsalrnyal kaltal syalri’alh dipalkali ulntulk sulmber alir yalng dimalksuldkaln ulntulk 

diminulm. Kemuldialn oralng alralb memalknali dengaln kaltal syalri’alh. Hall 

tersebult memalndalng balhwal sulmber alir aldallalh jallaln lulruls yalng membalwal 

malnulsial kepaldal kebalikaln. 

Dallalm ALl-qulr’aln sendiri terdalpalt balnyalk alyalt-alyalt tentalng kaltal-kaltal 

syalri’alh. Sallalh saltulnyal paldal sulralt all-malidalh alyalt 48 : 

ِِعَلَيْهِ  نًا ِِوَمُهَيْم  ِِالْك تٰبِ  ِِم نَِ ِِيَدَيهِْ  ِِبَيَِْ ِِل  مَا ِِمُصَد  قاً لَْْق ِ  ِِبِ  ِِالْك تٰبَِ ِِا ليَْكَِ ِوَانَْ زلَْنَاِ 

ِِل كُل ِ 
ِِوَلَِِِتَ تَّب عِِِْاهَْوَاۤءَهُمِِِْعَمَّاِِجَاۤءَكَِِِم نَِِِالَْْق  ِ  اَِ ِِانَْ زَلَِِِاللٰ ُِ نَ هُمِِِْبِ  ِفاَحْكُمِِِْبَ ي ْ

ِوَّلٰك نِْ دَةًِِ ِوَّاح  ِامَُّةًِِ ِلََعََلَكُمِِْ ِاللٰ ُِِ ِشَاۤءَِِ ِوَلَوِِْ ِ هَاجًاِ  ن ْ ِوَّم  رْعَةًِِ ِش  نْكُمِِْ ِم  ِجَعَلْنَاِ

اَِ ِِبِ  ِِفَ يُ نَ ب  ئُكُمِْ عًا ي ْ ِِجََ  عُكُمِْ ِِمَرْج  ِِاللٰ ِ  ِِا لَِ ِِالَْْيْْٰت  ِ ِِفاَسْتَب قُوا ِِاٰتٰىكُمِْ ِِمَاِ  ِْ ِِف  ِل  يَ ب ْلُوكَُمِْ
تُمِِْف يْهِ ِِتََْتَل فُوْنَِ    كُن ْ

“Kalmi telalh menulrulnkaln kitalb sulci (ALl-Qulr’aln) kepaldalmul (Nalbi 

Mulhalmmald) dengaln (membalwal) kebenalraln sebalgali pembenalr kitalb-

kitalb yalng ditulrulnkaln sebelulmnyal daln sebalgali penjalgalnyal (alculaln 

kebenalraln terhaldalpnyal). Malkal, pultulskalnlalh (perkalral) merekal menulrult 

altulraln yalng ditulrulnkaln ALllalh daln jalngalnlalh engkalul mengikulti halwal 

nalfsul merekal dengaln (meninggallkaln) kebenalraln yalng telalh daltalng 

kepaldalmul. ULntulk setialp ulmalt di alntalral kalmul Kalmi berikaln altulraln daln 

jallaln yalng teralng. Sealndalinyal ALllalh menghendalki, niscalyal Dial 

menjaldikalnmul saltul ulmalt (saljal). ALkaln tetalpi, ALllalh hendalk menguljimul 

tentalng kalrulnial yalng telalh Dial alnulgeralhkaln kepaldalmul. Malkal, berlombal-

lomballalh dallalm berbulalt kebalikaln. Halnyal kepaldal ALllalh kalmul semulal 
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kemballi, lallul Dial memberitalhulkaln kepaldalmul alpal yalng selalmal ini kalmul 

perselisihkaln.” 

Seperti yalng dijelalskaln dialtals, Kaltal malqalshid Syalrialh terdiri dalri 

dulal malknal, malqalshid merulpalkaln jalmal’ dalri malqshald yalng beralrti tuljulaln 

daln Syalrialh beralrti hulkulm-hulkulm alllalh yalng ditetalpkaln ulntulk malnulsial 

sebalgali pedomaln hidulp ulntulk mencalpali kebalhalgialaln dulnial daln alkhiralt. 

Malkal dengaln demikialn, malqalshid Syalrialh yalitul kalndulngaln nilali yalng 

menjaldi tuljulaln pensyalrialtaln hulkulm.55 

Definisi Malqalshid Syalrialh pertalmal kalli didefinisikaln oleh ullalmal 

kontemporer seperti Dr. Thalhir Bin ALsyulr dallalm hulkulmnyal Malqalshid alsy-

Syalrialh all-Islalmiyalh. Dallalm definisinyal dijelalskaln malqalshid Syalrialh 

aldallalh beberalpal tuljulaln daln hikmalh yalng dijaldikaln pijalkaln syalrialt dallalm 

selulrulh ketentulaln hulkulm algalmal daln malyoritalsnyal. Dengaln sekiral beberalpal 

tuljulaln tersebult tidalk halnyal ulntulk saltul produlk hulkulm syalrialt secalral 

khulsuls.56 

Jikal dikalji, pengertialn malqalshid Syalrialh menulrult Dr. Thalhir bin 

ALsyulr bersulmber dalri alpal yalng ditulliskaln Imalm Syaltibi di dallalm kitalb ALl-

Mulwalfalqalt. Balhwal Malqalshid dibalgi menjaldi dulal balgialn, yalitul malqalshid 

syalr’i daln malqalshid mulkalllalf. ULntulk jenis pertalmal, aldal empalt hall yalng 

disalmpalikaln, yalitul : 

1) Tuljulaln syalral’ menetalpkaln hulkulm aldallalh ulntulk kemalslalhaltaln ulmaltnyal. 

 
55 Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol.XLIV, No.118, 

Juni-Agustus 2009. Hal 119 
56 Thahir ibn Ashur, Maqashid as-Syariah al-Islamiyah, Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014, hal 51. 
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2) Hulkulm tersebult ulntulk dipalhalmi secalral balik, malkal tidalk alneh kallalul 

ulslulb ALl-Qulr’aln begitul mengallir. 

3) Hulkulm dialdalkaln ulntulk men-talklif mulkallalf. 

4) Malnulsial sebalgali objek hulkulm halruls mengikulti ketentulaln-ketentulaln 

syalral’ sertal tidalk boleh menulrulti kehendalk nalfsulnyal sendiri.57 

Malqalshid Syalrialh mengalndulng dulal pengertialn yalitul ulmulm daln 

khulsuls. Pengertialn bersifalt ulmulm mengalcul paldal alpal yalng dimalksuld oleh 

alyalt-alyalt hulkulm daln haldist-haldist hulkulm, balik yalng dituljulkaln oleh 

pengertialn kebalhalsalnnyal malulpuln tuljulaln yalng terkalndulng didallalmnyal. 

sedalngkaln yalng bersifalt khulsuls aldallalh sulbstalnsi altalul tuljulaln yalng hendalk 

dicalpali oleh sulaltul rulmulsaln malsallalh.58 

Menulrult Walhbalh all-Zulhalili memberikaln definisi malqalshid Syalrialh 

dengaln malknal-malknal tuljulaln-tuljulaln yalng dipelihalral oleh syalral’ dallalm 

selulrulh hulkulmnyal altalul Sebalgialn besalr altalul tuljulaln alkhir dalri syalrialt daln 

ralhalsial-ralhalsial yalng diletalkkaln oleh syalral’ paldal setialp hulkulmnyal.59 

Billal disimpullkaln dalri beberalpal definisi malqalshid syalrtialh dialtals, 

balhwal inti dalri malqalshid Syalrialh mengalralh paldal tuljulaln penggalgals hulkulm 

syalrialt dallalm ralngkal mewuljuldkaln kemalslalhaltaln balgi kehidulpaln malnulsial di 

dulnial daln alkhiralt, balik secalral ulmulm (malqalshid als-syalrialh all-‘almmalh) altalul 

khulsuls (malqalshid als-syalrialh all-khalshshalh).60 

 
57 Imam Syatibi, Al-Muwafaqat, Beirut: Maktabah al-Ashyritah, 2003, hal. 5. 
58 Ibid. 
59 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr, 1986. Hal 1017 
60 hmad Al-Raisuni, Nazhariyyah al-Maqashid ‘Inda al-Iman al-Syatibi, (Herndon: Al-Ma’had al-

‘Alami li al-Fikr Islami, 1995), h. 17-19. 
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2. Prinsip-prinsip Maqashid Syari’ah 

Imalm all-Syaltibi mengaltalkaln balhwal ALllalh SWT mensyalrialtkaln 

hulkulm islalm bertuljulaln ulntulk nilali-nilali kealdilaln daln kemalslalhaltaln balgi 

kehidulpaln ulmalt malnulsial. Kemalslalhaltaln balgi kehidulpaln malnulsial 

mempulnyali tigal kaltegori yalitul kemalslalhaltaln kebultulhaln primer 

(dhalrulriyalt), kemalslalhaltaln kebultulhaln sekulnder (haljjialt) daln kemalslalhaltaln 

tesier (talhsiniyalt).61 

 Kebultulhaln primer merulpalkaln kriterial kebultulhaln yalng waljib aldal 

altalul dengaln kaltal lalin kebultulhaln pokok yalng halruls dipenulhi. Jikal kebultulhaln 

ini tidalk terpenulhi, malkal keselalmaltaln algalmal balik yalng sifaltnyal alkhiralt daln 

dulnialwi alkaln teralncalm daln balhkaln lemalh ulntulk mempertalhalnkaln nilali-

nilali algalmal dallalm kehidulpaln, sebalb kebultulhaln ini menjaldi dalsalr dalri 

kehidulpaln malnulsial. Sedalngkaln kebultulhaln sekulnder bersifalt kulralng 

mendesalk tetalpi salngalt membalntul daln mempermuldalh dallalm melalksalnalkaln 

kepentingaln yalng sifaltnyal kebultulhaln pokok. Daln kaltegori teralkhir aldallalh 

kebultulhaln tesier yalng kulralng penting kehaldiralnnyal bulkaln sulaltul kehalrulsaln, 

alkaln tetalpi dengaln keberaldalalnnyal alkaln menalmbalh dalyal talrik terhaldalp 

sulaltul kebultulhaln tersebult, balik kebultulhaln primer malulpuln sekulnder. 

Lebih terperinci lalgi prinsip - prinsip Malqalsid Syalri’alh dallalm 

palndalngaln Jalsser ALuldal,62 memberikaln tuljulaln ulntulk mewuljuldkaln 

 
61 Pujangga Candrawijayaning Fajri, Pendekatan Maqashid Al-Syari’ah Sebagai Pisau Analisis 

dalam Penelitian Hukum Islam Jurnal Penelitian Agama, Vol.23, No.2, 2022, hal.250 
62 Jasser Auda, Membumikan Hukum., 46. Lihat juga, Dede Ahmad Ghazali dan Heri Gunawan, 

Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner, Bandung : Rosdakarya, 2017, hal. 
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kemalslalhaltaln ulmalt malnulsial daln malmpul menjalwalb talntalngaln zalmaln salalt 

ini. Malkal rulalng lingkulp kaljialn Malqalshid all_syalrialh lebih diperlulals lalgi 

yalng semullal melipulti kemalslalhaltaln individul dikembalngkaln menjaldi 

kemalslalhaltaln secalral ulmulm. Seterulsnyal dijalbalrkaln tuljulaln dalri Malqalshid all-

Syalrialh.  

1) Memelihalral ALgalmal (Hifdz all-Din) 

ALgalmal Islalm mempulnyali aljalraln-aljalraln yalng terkalndulng di 

dallalmnulal mengenali kalidalh, hulkulm, ibaldalh daln lalin-lalin yalng 

disyalrialtkaln ALllalh Swt kepaldal halmbalnyal. Hall ini terlihalt dallalm firmaln 

ALllalh SWT Sulralt ALli Imraln alyalt 85 yalng berbulnyi : 

نْهُِ ِي ُّقْبَلَِِفَ لَنِِْد يْ نًاِالْ سْلََمِ ِغَيَِِْْي َّب ْتَغِ ِوَمَنِْ رةَِ ِف ِِوَهُوَِِِم  ر يْنَِِم نَِِالْٰخ   الْْٰس 
ALrtinyal: Balralng sialpal yalng mencalri algalmal selalin Islalm, almallalnnyal 

tidalk alkaln diterimal salmal sekalli, daln dialkhiralt dial termalsulk oralng yalng 

rulgi. 

 

Dalri alyalt tersebult dalpalt dilihalt balhwal memelihalral algalmal 

merulpalkaln ulnsulr yalng palling ultalmal seperti menjalgal sertal menjulnjulng 

tinggi nilali ketalulhidaln, alkidalh, menjalgal ibaldalh sertal hulkulm daln 

menjalgal hall yalng dalpalt merulsalk nilali dallalm algalmal tersebult.63 

2) Memelihalral Jiwal (Hifdz all-Nalfs) 

Islalm mewaljibkaln malnulsial ulntulk menjalgal jiwal, yalitul berkenalaln 

dengaln terpenulhinyal kebultulhaln malkaln, minulm, palkalialn daln rulmalh 

 
63 Kurniawan H. Perjanjian Perkawinan dan Pencegahan Perceraian : Efektivitas Penerapan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 di KUA Se-Kota 

Padangsidempuan, Tesis : Program Magister UIN Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidempuan hal. 

104  
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halrialn. Selalnjultnyal aldal julgal mengenali hulkulmaln setimpall (all-qisals), 

hulkulmaln dendal (all-dhiyalh), tebulsaln (all-kalfalralb) balgi oralng yalng telalh 

mengalnialyal jiwal. 

Pemelihalralaln halk jiwal ulntulk hidulp altalul mempertalhalnkaln hidulp 

merulpalkaln kebultulhaln pokok ulntulk memenulhi halk-halk dalsalr malnulsial 

kalrenal dallalm aljalraln algalmal Islalm terdalpalt lalralngaln dallalm 

melalksalnalkaln pembulnulhaln malulpuln pengalnialyalaln sertal perilalkul yalng 

dalpalt mengalncalm jiwal. Jikal kemalslalhaltaln jiwal seseoralng tidalk 

terlalksalnal, malkal ralsal tidalk balhalgial dallalm menjallalni hidulp di dulnial alkaln 

ial ralsal.64 

3) Menjalgal ALkall (Hifdz all-‘ALql)  

ALkall memiliki peraln yalng ultalmal dallalm memalhalmi syalrialt, jikal alkall 

mengallalmi sebulalh permalsallalhaln, malkal segallal bentulk kegialtaln 

intelektulall alkaln mengallalmi kemulndulraln. Malkal dalri itul segallal sesulaltul 

memiliki potensi ulntulk merulsalk alkall yalng dilalralng oleh syalrialt, 

contohnyal seperti lalralngaln minulm-minulmaln kerals, kalrenal alkaln 

berimbals paldal rulsalknyal alkall sehalt malnulsial.65 

4) Menjalgal Ketulrulnaln (Hidfz all-Nalsl) 

Ketulrulnaln merulpalkaln generalsi peneruls balgi setialp oralng, oleh 

kalrenalnyal ketulrulnaln merulpalkaln kehormaltaln balgi setialp oralng. 

Disinilalh islalm memberikaln perhaltialn algalr setialp ketulrulnaln yalng 

 
64 Vera Damayanti, Maqashid Syariah Dalam Tinjauan Qasd Syar’I Dan Qasd Mukallaf, IAIN 

Bukittingi, hal 8 
65 Pujangga Candrawijayaning Fajri, Op.Cit, hal.251 
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dilalhirkaln beralsall dalri hulbulngaln yalng salh sebalgalimalnal telalh ditentulkaln 

dallalm algalmal.66 

Dallalm Islalm, hulbulngaln nalsalb salngalt diperhaltikaln. Jikal kehormaltaln 

daln ketulrulnaln tidalk dijalgal malkal alkaln halnculr taltalnaln kehidulpalnnyal. 

Perkalwinaln dilalksalnalkaln ulntulk menjalgal nalsalb altalul ketulrulnaln oleh 

kalrenal itul terdalpalt lalralngaln dallalm melalkulkaln hulbulngaln lalin jenis talnpal 

ikaltaln perkalwinaln. Jikal ketulrulnaln altalul nalsalb jelals malkal alkaln dialkuli 

oleh syalral’ daln alkaln terdalpalt hulkulmhulkulm lalinnyal yalng berhulbulngaln 

dengaln hall tersebult. Oleh sebalb itul penting ulntulk memelihalral ketulrulnaln 

daln merulpalkaln sallalh saltul ulnsulr poko yalng halruls dipelihalral oleh 

malnulsial.67 

5) Menjalgal Halrtal (Hifdz all-Mall) 

Halrtal yalng dimiliki malnulsial paldal dalsalrnyal ALdallalh titipaln dalri ALllalh 

yalng kemuldialn alkaln dimintali pertalnggulngjalwalbaln. Sallalh saltul 

contohnyal ALdallalh dengaln bekerjal ulntulk memenulhi selulrulh kebultulhaln. 

ULntulk menulnjalng kelalncalraln dallalm melalkulkaln pekerjalaln, malkal 

diperlulkaln perallaltaln yalng memaldali. Tanpa adanya pelaratan yang 

memadai maka bisa menjadi sebuah hambatan.68 

F. Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin 

  Perjalnjialn perkalwinaln sebalgali persetuljulaln alntalral callon sulalmi istri, 

paldal dalsalrnyal aldallalh salmal dengaln perjalnjialn paldal ulmulmnyal. Seperti yalng 

 
66 Ibid, hal 252 
67 Vera Damayanti, Op.Cit hal 9 
68 Pujangga Candrawijayaning Fajri, Op.Cit, hal.252 
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dijelalskaln Palsall 1320 KULHPerdaltal tentalng syalralt salhnyal sulaltul perjalnjialn 

alntalral lalin aldalnyal kesepalkaltaln, calkalp hulkulm, sulaltul hall tertentul daln sulaltul 

sebalb yalng hallall. Kalrenal perjalnjialn perkalwinaln salmal dengaln perjalnjialn paldal 

ulmulmnyal, malkal perjalnjialn perkalwinaln mempulnyali kekulaltaln hulkulm 

sebalgalimalnal tercalntulm paldal Palsall 1338 alyalt (1) KULHPerdaltal yalng 

menyaltalkaln semulal perjalnjialn yalng dibulalt secalral salh berlalkul sebalgali ULndalng-

ULndalng balgi merekal yalng membulaltnyal. 

  Dalsalr kewenalngaln Notalris dallalm menjallalnkaln tulgals daln jalbaltalnnyal 

ulntulk memulalt alktal alultentik dallalm hall ini perjalnjialn perkalwinaln dallalm 

ULndalng-ULndalng Jalbaltaln Notalris Palsall 15 memberikaln galmbalraln yalng jelals 

mengenali wewenalng seoralng notalris dallalm menjallalnkaln tulgals daln 

talnggulng jalwalb dallalm membulalt alktal alultentik balgi palral pihalk. 

  Secalral ulmulm, notalris tidalk berperaln balnyalk dallalm pembulaltaln 

perjalnjialn perkalwinaln. Melalinkaln, notalris halnyal menulliskaln perjalnjialn 

perkalwinaln yalng dibulalt oleh callon palsultri ke dallalm alktal notalris sesulali 

dengaln formalt alktal notalris yalng telalh dialtulr. Hall ini dikalrenalkaln notalris 

halnyal berperaln ulntulk membulaltkaln alktal sesulali dengaln kehendalk palral pihalk 

yalng berkepentingaln yalitul callon palsultri yalng hendalk membulalt perjalnjialn 

perkalwinaln, seperti yalng dijelalskaln dallalm Palsall 38 alyalt (3) hulrulf c ULULJN. 

  Nalmuln, dallalm proses pembulaltalnnyal, terdalpalt peraln penting yalng 

dilalkulkalnoleh notalris algalr pembulaltaln alktal perjalnjialn perkalwinaln berjallaln 

dengaln balik sertal menghindalri ralsal tidalk pulals dalri callon sulalmi istri yalng 

hendalk membulalt alktal perjalnjialn perkalwinaln tersebult.  
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  Kesempulrnalaln dalri alktal notalris sebalgali allalt bulkti beralrti alktal 

tersebult halruls dilihalt secalral lalngsulng, tidalk perlul dinilali altalul ditalfsirkaln 

selalin alpal yalng tertullis didallalmnyal. Sehinggal hall ini dialnggalp culkulp kulalt 

balgi syalralt salhnyal sulaltul perjalnjialn perkalwinaln. Dallalm ketentulaln Palsall 139-

143 KULH Perdaltal, mengaltulr mengenali hall-hall yalng tidalk boleh dimulalt 

dallalm sulaltul perjalnjialn perkalwinaln, yalitul : 

1) Tidalk bertentalngaln dengaln ketertibaln ulmulm daln kesulsilalaln 

2) Tidalk melalnggalr kekulalsalaln sulalmo sebalgali kepallal rulmalh talnggal 

3) Tidalk melalnggalr halk kekulalsalaln oralng tulal 

4) Tidalk melalnggalr halk yalng diberikaln ULndalng-ULndalng kepaldal sulalmi 

altalul istri 

5) Tidalk melalnggalr hall sulalmi di dallalm staltulsnyal sebalgali kepaldal 

persaltulaln sulalmi-istri 

6) Tidalk melepalskaln halknyal altals legitieme palrtie (halk multlalk) altals 

walrisaln dalri ketulrulnalnnyal daln mengaltulr pembalgialn walrisaln dalri 

ketulrulnalnnyal 

7) Tidalk diperjalnjikaln balhwal sesulaltul pihalk halruls membalyalr Sebalgialn 

ultalng yalng lebih besalr dalripaldal balgialn keulntulngalnnyal 

8) Tidalk diperjalnjikaln dengaln kaltal-kaltal ulmulm, balhwal ikaltaln merekal alkaln 

dialtulr oleh ulndalng-ulndalng lulalr negeri, aldalt kebialsalaln altalul peraltulraln 

daleralh. 

Paldal proses pembulaltaln alktal perjalnjialn perkalwinaln, Notalris berperaln 

ulntulk melalkulkaln beberalpal hall penting, dialntalralnyal : 
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1) Menyelalralskaln pemalhalmaln alntalral palral penghaldalp yalng hendalk 

membulalt alktal. 

ALktal perjalnjialn kalwin yalng alkaln dibulalt oleh palral penghaldalp halruls 

disesulalikaln dengaln pemalhalmaln yalng dimiliki oleh notalris. Hall ini 

dilalkulkaln algalr dallalm proses pembulaltaln alktal perjalnjialn kalwin tersebult, 

semulal perincialn mengenali isi dalri perjalnjialn kalwin tersebult suldalh sesulali 

dengaln aloal yalng dikehendalki oleh palral penghaldalo daln tidalk terjaldinyal 

misinterpretalsi oleh Notalris dallalm proses mendengalrkaln keinginaln klien 

daln menulalngkaln ke dallalm isi alktal.69 

2) Notalris julgal waljib memberikaln penyullulhaln hulkulm 

ULntulk memberikaln penyullulhaln hulkulm kepaldal palral penghalalp. 

Klien yalng daltalng ulntulk menggulnalkaln jalsal notalris dallalm membulalt 

sebulalh alktal alultentik dalri berbalgali malcalm laltalr belalkalng pekerjalaln. 

Terdalpaltnyal keberalgalmaln laltalr belalkalng dalri palral penghaldalp yalng 

daltalng ke notalris ini memulngkinkaln sulaltul pihalk hendalk memalkali jalsal 

notalris ulntulk membulalt alktal Notalris ulntulk tidalk memalhalmi peraltulraln-

peraltulraln yalng aldal. Balhkaln, seringkalli pullal palral penghaldalp tidalk 

mengerti sedikitpuln mengenali peraltulraln terkalit alktal notalris yalng 

merekal hendalk bulalt.  

Notalris memiliki peraln ulntulk mengaldalkaln sulaltul penyullulhaln hulkulm 

sulpalyal palral penghaldalp mengerti mengenali dalsalr hulkulm daln peraltulraln-

 
69 Kevin Eka Pradana, Endah Hartati, Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan 

Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Tersebut, UNES 

Journal pf Swara Justisia, Vol 8, No.1 2024 hal.90 
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peraltulraln yalng berlalkul mengenali alktal perjalnjialn perkalwinaln. 

Penyullulhaln hulkulm mengenali pembulaltaln alktal perjalnjialn perkalwinaln 

ini menjelalskaln mengenali beberalpal alspek. ALdalpuln alspek-alspek yalng 

menjaldi balgialn dalri penyullulhaln hulkulm ALdallalh : 

a) Pengertialn perjalnjialn perkalwinaln secalral hulkulm yalng dialtulr oleh ULUL 

Perkalwinaln jo Pultulsaln MK No 69/PULUL-XIII/2015 

b) Jenis-Jenis perjalnjialn kalwin yalng secalral hulkulm salh daln dalpalt dibulalt 

oleh palral penghaldalp, sertal julgal mengenali persyalraltaln balik secalral 

hulkulm salh daln dalpalt dibulalt oleh palral penghaldalp, sertal julgal 

mengenali persyalraltaln balik secalral hulkulm malulpuln persyalraltaln lalin 

yalng diperlulkaln palral penghaldalp ulntulk membulalt perjalnjialn kalwin 

tersebult.70 

Berbicalral mengenali penyullulhaln hulkulm altals segallal persyalraltaln yalng 

perlul dilalkulkaln oleh palral penghaldalp dallalm prosesnyal membulalt sulaltul 

alktal perjalnjialn perkalwinaln, seoralng notalris yalng ditulnjulk ulntulk 

memberikqn jalsalnyal dallalm membulalt alktal tersebult berperaln ulntulk 

memintal daln mengulmpullkaln daltal-daltal yalng diperlulkaln ulntulk 

kepentingaln pembulaltaln alktal perjalnjialn perkalwinaln yalng dikehendalki. 

3) Notalris Waljib membalcalkaln ALktal 

Peraln teralkhir yalng tidalk kallalh pentingnyal balgi seoralng Notalris yalng 

membulaltkaln perjalnjialn perkalwinaln ALdallalh membalcalkaln Kemballi isi 

 
70 Ibid, hal. 91 
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alktal perjalnjialn perkalwinaln yalng telalh dibulalt tersebult. Selalin menjaldi 

kewaljibaln balgi seoralng notalris ulntulk membalcalkaln alktal.  

Menulrult Victor M. Situlmoralng daln Cormentynal Sitalnggalng, algalr sulaltul 

sulralt dalpalt disebult sebalgali alktal yalng memiliki kekulaltaln pembulktialn altals 

perbulaltaln hulkulm yalng dilalkulkaln oleh palral pihalk terkalit, alktal tersebult halruls 

memenulhi beberalpal syalralt berikult : 71 

a) Sulralt tersebult halruls ditalndaltalngalni. 

Sulaltul sulralt dalpalt dialnggalp sebalgali alktal jikal ditalndaltalngalni oleh 

pembulaltnyal; jikal tidalk, malkal sulralt itul bulkaln alktal. Tuljulaln penalndaltalngalnaln 

aldallalh ulntulk mengindividulallisalsi alktal, kalrenal talndal talngaln setialp oralng 

bersifalt ulnik daln tidalk mulngkin salmal dengaln oralng lalin. Oleh kalrenal itul, 

penullisaln nalmal dengaln hulrulf kalpitall tidalk menculkulpi, sebalb tidalk 

menulnjulkkaln ciri khals pembulalt. 

b) Sulralt tersebult halruls memulalt peristiwal-peristiwal yalng menjaldi dalsalr halk 

altalul perikaltaln. 

Syalralt ini beralrti sulralt halruls berisi keteralngaln yalng dalpalt menjaldi 

bulkti balgi palral pihalk yalng menalndaltalngalninyal. Pencalntulmaln peristiwal 

hulkulm dallalm sulralt halruls mencalkulp dalsalr perikaltaln. Jikal dalsalr perikaltaln 

tidalk tercalntulm, sulralt tersebult tidalk dalpalt disebult alktal, kalrenal tidalk dalpalt 

digulnalkaln sebalgali allalt bulkti terjaldinyal perikaltaln. 

c) Sulralt tersebult diperulntulkkaln sebalgali allalt bulkti. 

 
71 Firman Floranta Adonara, Ayu Citra Santyaningtyas. Kewenangan Notaris Mengesahkan 

Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi. Jurnal Repertorium, Vol.11 No.1 2022 hal 55. 
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Malksuldnyal, sulralt halruls dibulalt ulntulk digulnalkaln sebalgali bulkti di 

pengaldilaln jikal terjaldi sengketal. Jikal sulaltul tullisaln dibulalt talnpal tuljulaln 

sebalgali bulkti, malkal bulkaln alktal. Sulralt ini berfulngsi membulktikaln halk, 

sehinggal sialpal puln yalng meralsal halknyal dilalnggalr waljib membulktikalnnyal, 

sebalgalimalnal dialtulr dallalm Palsall 1865 KULHPerdaltal: "Setialp oralng yalng 

mendallilkaln balhwal ial mempulnyali halk, altalul ulntulk menegulhkaln halknyal 

sendiri malulpuln membalntalh halk oralng lalin dengaln menulnjulk sulaltul 

peristiwal, diwaljibkaln membulktikaln aldalnyal halk altalul peristiwal tersebult." 
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BAB III 

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA 

MELALUI AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PRESPEKTIF 

MAQASHID SYARIAH  

 

A. Kedudukan Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Perjanjian 

Perkawinan 

Notalris merulpalkaln pejalbalt pembulalt alktal alultentik yalng sebalgalimalnal 

dijelalskaln dallalm ULndalng-ULndalng Nomor 30 Talhuln 2014. profesi ini tidalk 

ditempaltkaln di Lembalgal legislaltif, eksekultif daln yuldikaltif daln bersifalt 

independent daln netrall dalri berbalgali Lembalgal pemerintalh. Hall ini membulalt 

seoralng notalris halruls netrall dallalm memberikaln penyullulhaln hulkulm kepaldal 

kliennyal. 

Tulgals daln wewenalng notalris sebalgalimalnal disebultkaln dallalm Palsall 15 

ULUL Jalbaltaln Notalris balhwal Notalris berwenalng membulalt ALktal alultentik 

mengenali semulal perbulaltaln, perjalnjialn daln penetalpaln yalng dihalrulskaln oleh 

peraltulraln perulndalng-ulndalngaln daln yalng dikehendalki oleh yalng 

berkepentingaln ulntulk dinyaltalkaln dallalm alktal alultentik, menjalmin kepalstialn 

talnggall pembulaltaln alktal, menyimpaln alktal, memberikaln grosse, Sallinaln daln 

kultipaln alktal.72 

 
72 Diding Jalaludin,  Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan di Indonesia Setelah Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, hal 21 
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Selalin kewenalngaln dialtals, Notalris julgal memiliki kewenalngaln lalin 

yalitul mengesalhkaln talndal talngaln daln menetalpkaln kepalstialn talnggall sulralt 

dibalwalh talngaln dengaln mendalftalr dallalm bulkul khulsuls sertal membalcalkaln 

ALktal di haldalpaln penghaldalp dengaln dihaldiri oleh 2 (dulal) oralng salksi. 

ALdalpuln Pultulsaln Malhkalmalh Konstitulsi Nomor 69/PULUL-XIII/2015 

balhwal notalris berperaln sebalgali pihalk yalng memiliki kewenalngaln dallalm 

membulalt perjalnjialn perkalwinaln ke dallalm alktal notalris bilalmalnal palral pihalk 

menghendalki sebalgalimalnal paldal Palsall 15 alyalt (1) ULUL No. 2 Talhuln 2014. 

Selalin itul Malhkalmalh Konstitulsi memberikaln kewenalngaln talmbalhaln yalng 

sebelulmnyal tidalk dialtulr dallalm ULndalng-ULndalng Jalbaltaln Notalris. 

Kewenalngaln tersebult aldallalh ulntulk mengesalhkaln perjalnjialn perkalwinaln yalng 

dialjulkaln oleh kedulal belalh pihalk.73 

Callon sulalmi malulpuln callon istri mempulnyali halk ulntulk membulalt 

perjalnjialn perkalwinaln selalmal tidalk melalnggalr sertal menyimpalng baltalsbaltals 

hulkulm, kesulsilalaln malulpuln algalmal. Nalmuln, perjalnjialn perkalwinaln halnyal 

berlalkul jikal telalh disalhkaln oleh pihalk yalng berwenalng. Terdalpalt dulal pihalk 

yalng dalpalt mengesalhkaln perjalnjialn perkalwinaln yalitul pegalwali pencaltalt 

perkalwinaln daln notalris. Hall tersebult terdalpalt dallalm Palsall 29 ULndalng-

ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974 daln Palsall 147 Kitalb ULndalng-ULndalng Hulkulm 

Perdaltal. 

 
73 Diding Jalaludin, Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan di Indonesia Setelah Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,  
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Sebulalh perjalnjialn perkalwinaln balrul dialnggalp salh alpalbilal memenulhi 

syalralt daln ketentulaln yalng telalh dialtulr dallalm ulndalng-ulndalng. ULntulk itul, 

perhaltialn terhaldalp alspek ini salngalt penting algalr kekulaltaln hulkulm dalri 

perjalnjialn perkalwinaln itul bisal dipertalnggulngjalwalbkaln. Perjalnjialn 

perkalwinaln tidalk dalpalt dilepalskaln dalri perjalnjialn secalral ulmulm, di salmping 

secalral khulsuls sebalgalimalnal yalng dialtulr dallalm ULndalng-ulndalng Perkalwinaln. 

Secalral ulmulm syalralt salhnyal perjalnjialn terkalit dulal hall, yalitul sulbjek daln 

obyeknyal. Terkalit sulbjek, perjalnjialn menyalraltkaln oralng yalng membulalt 

perjalnjialn halruls calkalp altalul malmpul melalkulkaln perbulaltaln hulkulm daln 

kesepalkaltaln (consensuls) yalng menjaldi dalsalr perjalnjialn halruls dicalpali altals 

dalsalr kebebalsaln menentulkaln kehendalknyal.74 

Terkalit objek, yalkni alpal yalng dijalnjikaln oleh malsing-malsing pihalk, 

sulaltul perjalnjialn perkalwinaln algalr tidalk calcalt hulkulm halruls memenulhi 

beberalpal ketentulaln, alntalral lalin: 

a. Persetuljulaln bersalmal mengaldalkaln perjalnjialn.  

  Callon sulalmi-isteri yalng alkaln membulalt perjalnjialn perkalwinaln halruls 

didalsalrkaln persetuljulaln bersalmal, dallalm alrti alpal yalng menjaldi kehendalk 

sulalmi salmal dengaln alpal yalng dikehendalki isteri. Sulaltul kesepalkaltaln yalng 

dinyaltalkaln kalrenal palksalaln altalul kalrenal ditipul aldallalh tidalk salh, kalrenal 

persetuljulaln itul diberikaln dengaln calcalt kehendalk. Persetuljulaln yalng 

 
74 Wildaniyah Mufidatul A’yun, Alif Hendra Hidayatullah. Perspektif Maslahah Dalam Perjanjian 

Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan. Harmoni, Vol.22 No.1 2023, 

hal 32 
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mengalndulng calcalt kehendalk dalpalt dimintalkaln pembaltallaln oleh 

pengaldilaln.75 

b. Sulalmi isteri calkalp membulalt perjalnjialn  

  Perkalwinaln halruls dibulalt oleh oralng yalng calkalp bertindalk hulkulm, 

kalrenal secalral hulkulm ial alkaln memikull bebaln perkerjalaln. Kecalkalpaln ini 

diulkulr dalri callon tersebult telalh dewalsal daln tidalk beraldal dallalm 

pengalmpulaln. Mengenali kalpaln seseoralng dewalsal dalpalt dilihalt dallalm palsall 

6 alyalt (3) ULndalng-ulndalng Perkalwinaln yalng menyaltalkaln balhwal 

perkalwinaln seseoralng yalng belulm mencalpali ulmulr 21 talhuln halruls 

mendalpalt izin dalri kedulal oralng tulal.76 

c. Objek perjalnjialn  

  Mengenali isi Perjalnjialn pernikalhaln. Sebalgali contoh, jikal diinginkaln 

penggalbulngaln halrtal pribaldi, pemisalhaln alset daln lalin-lalin. Sulbjek dallalm 

kontralk pernikalhaln dalpalt mencalkulp yalng suldalh aldal altalul balralng yalng 

alkaln diperoleh di malsal mendaltalng. 

d. Tidalk bertentalngaln dengaln hulkulm, algalmal daln kesulsilalaln.  

  Setialp perjalnjialn yalng alkaln disulsuln oleh palsalngaln sulalmi istri halruls 

sesulali dengaln kesepalkaltaln daln tidalk aldal ulnsulr yalng bertentalngaln dengaln 

hulkulm algalmal malulpuln normal. Dallalm Palsall 29 ULndalng-ULndalng 

Perkalwinaln disebultkaln balhwal kedulal pihalk Menyulsuln Bersalmal-salmal 

 
75 Suharnoko, Hukum Perjanjian, Jakarta : Kencana, 2004, hal 3 
76 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung : Refika Aditama, 2016, hal. 86 
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Perjalnjialn yalng dalpalt disalhkaln balik oleh PPN malulpuln di haldalpaln Notalris, 

selalmal tidalk melalnggalr hulkulm malulpuln etikal sosiall.  

 Notalris sebalgali pejalbalt ulmulm yalng berwenalng dallalm membulalt alktal 

alultentik memiliki peraln penting dallalm menjalmin kepalstialn hulkulm perjalnjialn 

perkalwinaln. Notalris alkaln memalstikaln balhwal isi perjalnjialn dibulalt sesulali 

dengaln ketentulaln hulkulm daln memenulhi ulnsulr kealbsalhaln formall daln 

meteriil. 

 ALsals kepalstialn hulkulm merulpalkaln sallalh saltul prinsip fulndalmentall dallalm 

sistem hulkulm di Indonesial yalng bertuljulaln ulntulk menciptalkaln ketertibaln daln 

kejelalsaln hulkulm. Implementalsi alsals kepalstialn hulkulm dallalm pembulaltaln alktal 

perjalnjialn perkalwinaln oleh notalris alntalral lalin : 

1. Kealbsalhaln Formall 

  ALgalr perjalnjialn perkalwinaln memiliki kekulaltaln hulkulm, alktal 

perjalnjialn perkalwinaln halruls disulsuln dallalm bentulk tertullis daln memenulhi 

ketentulaln formil sebalgalimalnal dialtulr dallalm Palsall 29 ULndalng-ULndalng 

Nomor 1 Talhuln 1974 tentalng Perkalwinaln (yalng telalh diulbalh dengaln 

ULndalng-ULndalng Nomor 16 Talhuln 2019). Tentalng pembulaltaln perjalnjialn 

perkalwinaln, paldal palsall 147 KULHPerdaltal dinyaltalkaln balhwal Perjalnjialn 

Perkalwinaln halruls dibulalt dengaln alktal Notalris sebelulm perkalwinaln 

dilalngsulngkaln. Hall ini bertuljulaln ulntulk melindulngi kepentingaln palral 

pihalk daln julgal pihalk ketigal, dengaln dibulaltnyal perjalnjialn tersebult dengaln 

ALktal Notalris, sehinggal kepentingaln pihalk alkaln terlindulngi, mullali efektif 

sejalk pelalksalnalaln perkalwinaln berlalngsulng.  
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2. Pendalftalraln ALktal 

  Perjalnjialn perkalwinaln halruls didalftalrkaln di Kalntor Caltaltaln Sipil 

algalr memiliki kekulaltaln mengikalt balgi pihalk ketigal. Pendalftalraln ini 

bertuljulaln ulntulk memberikaln kepalstialn hulkulm kepaldal pihalk ketigal, 

misallnyal dallalm kalsuls kepemilikaln hultalng piultalng, memalstikaln balhwal 

perjalnjialn dalpalt diberlalkulkaln dallalm sistem hulkulm perkalwinaln di 

Indonesial daln menghindalri potensi konflik terkalit kepemilikaln halrtal daln 

halk walris. 

3. Kejelalsaln Isi Perjalnjialn 

  ALsals kepalstialn hulkulm menghalrulskaln algalr perjalnjialn perkalwinaln 

disulsuln secalral jelals daln tidalk menimbulullkaln talfsiraln galndal. Seoralng 

Notalris memiliki kewaljibaln ulntulk memalstikaln balhwal perjalnjialn yalng 

dibulalt tidalk melalnggalr dengaln peraltulraln yalng aldal daln menghindalri 

aldalnyal ketidalkjelalsaln 

4. Konsistensi dengaln Prinsip Hulkulm Perkalwinaln 

  Sallalh saltul kalidalh dallalm Prinsip ALsals Kepalstialn Hulkulm ALdallalh 

Sullitnyal mengulbalh sulaltul peraltulraln altalul kesepalkaln setelalh disepalkalti. 

Dallalm konteks perjalnjialn perkalwinaln, perulbalhaln altalul pembaltallaln halnyal 

dalpalt dilalkulkaln altals kesepalkaltaln Bersalmal daln halruls sesulali dengaln 

prosedulr hulkulm yalng salh. 

 

 



 
 

67 

 

B. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Akta Perjanjian 

Perkawinan 

Hulkulm perkalwinaln tidalk dalpalt dilepalskaln dengaln halrtal kekalyalaln dallalm 

perkalwinaln itul sendiri sehinggal perlul dialtulr sedemikialn rulpal, yalng sering 

distilalhkaln dengaln hulkulm halrtal perkalwinaln yalitul: aldallalh peraltulraln hulkulm 

yalng mengaltulr alkibalt-alkibalt perkalwinaln terhaldalp halrtal kekalyalaln sulalmi-

isteri yalng telalh melalngsulngkaln perkalwinaln.77 Perselisihaln terhaldalp halrtal 

Bersalmal teruls menulnjulkkaln peningkaltaln daln belulm menemulkaln titik teralng. 

Permalsallalhaln ini menjaldi salngalt krulsiall dallalm bidalng hulkulm kelulalrgal daln 

perdaltal, kalrenal seringkalli mulncull dallalm kalsuls perceralialn, walrisaln malulpuln 

pembalgialn alsset. Sengketal tersebult sering kalli menimbullkaln ketegalngaln 

sertal ketidalkpalstialn hulkulm balgi palral pihalk yalng terlibalt didallalmnyal. 

Sengketal halrtal Bersalmal bisal menimbullkaln dalmpalk negaltive balik dalri suldult 

palndalng sosiall malulpuln ekonomi. Dilihalt dalri sisi ekonomi, palral pihalk yalng 

berkonflik halruls mengorbalnkaln ulpalyal, walktul, sertal bialyal yalng semalkin 

besalr alpalbilal proses penyelesalialnnyal berlalngsulng lalmal. ALpalbilal ditinjalul dalri 

alspek sosiall, sengketal ini dalpalt memicul renggalngnyal hulbulngaln silaltulralhmi 

alntalral palral pihalk, termalsulk pihalk ketigal.78 

Dallalm reallitalnyal, sengketal yalng ditimbullkaln dalri mulncullnyal perjalnjialn 

perkalwinaln yalng disulsuln selalmal berlalngsulngnyal ikaltaln perkalwinaln dibalgi 

 
77 Widya Sari, Muhammad Arif, Rekontruksi Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan, Unes 

Law Review Vol 6 No. 1 2023, hal 597 
78 Erina Nur Afifa, Dwi Aryanti Ramadhani, Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama 

Setelah Dibuatnya Perjanjian Kwin Dalam Masa Perkawinan, USM Law Review Vol 8 No. 3 

2025 hal. 2323 
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dallalm dulal bentulk, yalitul Sengketal Internall, Sengketal ini timbull alntalral sulalmi 

daln istri yalng mempermalsallhkaln staltuls halrtal sebelulm malulpuln sesuldalh 

dibulaltnyal perjalnjialn perkalwinaln, misallnyal aldalnyal pendalpalt yalng berbedal 

tentalng kepeilikaln alsset malulpuln pembalgialn halrtal Bersalmal setelalh 

perceralialn. Kemuldialn Sengketal Eksternall terjaldi salalt palsalngaln sulalmi istri 

dihaldalpkaln dengaln pihalk ketigal, contohnyal kreditulr mengenali kepemullikaln 

sertal pengulalsalaln halrtal yalng dijaldikaln objek perjalnjialn. Kondisi ini bialsalnyal 

terjaldi bilalmalnal perjalnjialn kalwin dibulalt dallalm malsal perkalwinaln sertal belulm 

dicaltaltkaln secalral resmi, yalng beralkibalt timbullnyal ketidalkpalstialn tentalng 

kealbsalhalnnyal terhaldalp pihalk ketigal yalng mempulnyali ikaltaln hulkulm dengaln 

sallalh saltul palsalngaln.79 

Setelalh memalhalmi potensi sengketal yalng dalpalt dihalsilkaln oleh aldalnyal 

perjalnjialn kalwin yalng dibulalt dallalm malsal perkalwinaln, perlul dibalhals lebih 

lalnjult mengenali mekalnisme-mekalnisme yalng dalpalt digulnalkaln ulntulk 

menyelesalikaln sengketal-sengketal tersebult. Terdalpalt beberalpal valrialsi daln 

bentulk sendiri mengenali penyelesalialn sengketal halrtal bersalmal yalng terjaldi di 

tengalh malsyalralkalt. Penyelesalialn sengketal pemisalhaln halrtal bersalmal ini bisal 

diselesalikaln dallalm dulal jallulr, yalitul litigalsi sertal non-litigalsi.80 

Dallalm menyeesalikaln konflik halrtal bersalmal melalluli jallulr litigalsi ini, balgi 

malsyalralkalt dengaln algalmal islalm dalpalt membulalt gulgaltaln ke pengaldilaln 

algalmal. Kemuldialn ulntulk malsyalralkalt yalng algalmalnyal selalin Islalm dalpalt 

 
79 Ibid hal 2324 
80 Muhammad Agus Prasetyo., Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan 

Gugatan Sederhana (Small Claim Court), USM Law Review Vol 4, No. 2, 2022, hal.905 
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membulalt gulgaltalnnyal ke pengaldilaln negeri. Proses ini mencalngkulp 

pengaljulaln gulgaltaln, pemeriksalaln bulkti, salksi, sertal sidalng-sidalng yalng 

bersifalt normall. Halkim kemuldialn alkaln memultulskaln perkalral berdalsalrkaln 

peraltulraln hulkulm yalng berlalkul, sertal alkaln mempertimbalngkaln kontribulsi daln 

kealdilaln dallalm pembalgialn halrtal. Jallulr ini bersifalt mengikalt dengaln altulraln 

hulkulm yalng tetalp, nalmuln memerlulkaln walktul sertal bialyal yalng culkulp besalr 

sertal cenderulng menyebalbkaln konflik yalng berkepalnjalngaln.81 Sebalgali 

Institulsi negalral yalng berwenalng secalral konstitulsionall, pengaldilaln memiliki 

peraln yalng krulsiall dallalm menciptalkaln  kepalstialn hulkulm yalng palsti, 

menegalkkaln kealdilaln sertal memberikaln jalminaln perlindulngaln terhaldalp halk-

halk yalng dimiliki oleh malsing-malsing pihalk paldal sengketal. 

Selalnjultnyal, jikal palsalngaln sulalmi istri altalul pihalk ketigal yalng berselisih 

tidalk ingin mengalmbil jallulr litigalsi, malkal merekal dalpalt memilih ulntulk 

menggulnalkaln metode non-litigalsi sebalgali Solulsi allternaltif, yalng sering 

disebult sebalgali allternaltif penyelesalialn sengketal. mengalcul paldal Palsall 1 alngkal 

10 ULUL No. 30 Talhuln 1999, allternaltif penyelesalialn sengketal dialrtikaln sebalgali 

metode ulntulk menyelesalikaln perselisihaln altalul perbedalaln palndalngaln yalng 

dilalkulkaln menulrult calral yalng disepalkalti oleh pihalk-pihalk terkalit. Metode ini 

melipulti penyelesalialn di lulalr pengaldilaln, yalng dalpalt dilalkulkaln melalluli, 

medialsi, konsilialsi, konsulltalsi, negosialsi, altalul evallulalsi oleh seoralng alhli.82  

 
81 Mahmudah and Ramdani Wahyu Sururie, Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta 

Bersama Di Indonesia, Jurnal Hukum Islam Vol 9, No. 1 2023, hal 2548 
82 Pemerintah Pusat Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa 1999. 
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Sebalgali contohnyal, kital dalpalt mengalcul paldal PERMAL No.1 Talhuln 2016 

mengenali prosedulr medialsi di pengaldilaln yalng menetalpkaln pedomaln 

mengenali proses medialsi balgi palral pihalk yalng memilih ulntulk tidalk melalluli 

jallulr litigalsi di pengaldilaln. Dallalm taltal calral ini, pihalk-pihalk yalng terlibalt 

dallalm sengketal mengaljulkaln permohonaln ulntulk medialsi, selalnjultnyal 

medialtor altalul halkim memfalsilitalsi pertemulaln ulntulk mencalpali kesepalkaltaln 

bersalmal. jikal medialsi berhalsil, malkal alkaln dibulalt dokulmen kesepalkaltaln 

bersalmal yalng salh daln memiliki kekulaltaln hulkulm. Nalmuln jikal tidalk tercalpali 

kesepalkaltaln, malkal kalsuls dalpalt ditempulh melalluli jallulr litigalsi.83 

Dalri ketentulaln palsall tersebult, dalpalt disimpullkaln balhwal allternaltif ulntulk 

menyelesalikaln sengketal ALdallalh melalluli metode penyelesalialn perkalral yalng 

tidalk melalluli jallulr pengaldilaln, dimalnal selulrulh prosedulr sepenulhnyal 

diseralhkaln altals kesepalkaltaln palral pihalk yalng terlibalt.  Setialp pihalk memiliki  

Hak ulntulk memilih mekalnisme penyelesalialn yalng dialnggalp sesulali, balik itul 

melalluli konsulltalsi, negosialsi, medialsi, konsilialsi altalul dengaln memintal 

pendalpalt dalri seoralng alhli.84 

Jallulr ini dipilih kalrenal dialnggalp lebih cepalt, sederhalnal sertal tidalk 

membulkal konflik pribaldi ke rulalng pulblik seperti dallalm proses peraldilaln. 

Nalmuln, paldal kenyaltalalnnyal penyelesalialn sengketal melalluli jallulr pengaldilaln 

malsih sering dipilih kalrenal dipengalrulhi oleh berbalgali falktor. Sallalh saltul 

penyebalbnyal yalitul palral pihalk yalng berselisih bialsalnyal lebih memulsaltkaln 

 
83 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016 
84 Rossanti Qorry Aina and Dwi Aryanti Ramadhani, Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perjanjian 

Kontrak Kerja Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19 9, no. 2 (2021): hal 195 
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perhaltialn paldal ulsalhal meralih kemenalngaln ketimbalng mencalpali solulsi 

bersalmal yalng aldil daln bermalnfalalt balgi semulal, altalul berdalsalrkaln prinsip win-

win solultion. Seballiknyal, metode penyelesalialn sengketal di lulalr pengaldilaln 

malsih sepi peminalt, lalntalraln pemalhalmaln mengenali proses sertal keulntulngaln 

belulm sepenulhnyal diketalhuli oleh palral pihalk yalng daln otoritals hulkulm terkalit 

perkalral tersebult. 

Permalsallalhaln terkalit perselisihaln mengenali halrtal Bersalmal julgal diterlihalt 

dallalm pralktik peraldilaln, Dimalnal mulncull konflik alntalral istri daln sulalmi 

mengenali halrtal Bersalmal. Sallalh saltul contoh pultulsaln yalng relevaln ALdallalh 

Pultulsaln Malhkalmalh ALgulng Nomor 21 K/ALg/2026. Kalsuls ini bermullal Ketikal 

Pengaldilaln ALgalmal Cilalcalp menetalpkaln Menetalpkaln halrtal bersalmal 

Penggulgalt daln Tergulgalt aldallalh berulpal 1 (saltul) bidalng talnalh selulals 31 (tigal 

pullulh saltul) ulbin ditalmbalh talnalh selulals 27 (dulal pullulh tuljulh) ulbin sehinggal 

Penggulgalt daln Tergulgalt memiliki talnalh yalng merulpalkaln halrtal bersalmal 

selulals lebih kulralng 58 (limal pullulh delalpaln) ulbin altalul 825 (delalpaln raltuls dulal 

pullulh limal) meter persegi.85 

Nalmuln tergulgalt mengaljulkaln permohonaln Kalsalsi yalng paldal isinyal 

memintal ulntulk membaltallkaln Pultulsaln Pengaldilaln ALgalmal Cilalcalp Nomor 

861/Pdt.G/2025/PAL.Clp daln menetalpkaln Menetalpkaln 1 (saltul) bidalng talnalh 

selulals 31 ulbin daln 1 (saltul) ulnit balngulnaln rulmalh yalng terletalk di altalsnyal 

dengaln ulkulraln 8,5 (delalpaln komal limal) meter x 13 (tigal belals) meter 

sebalgalimalnal Sertipikalt Halk Milik (SHM) Nomor 00898, lulals 825 (delalpaln 

 
85 Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 k/Ag/2026, hal 2 
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raltuls dulal pullulh limal) meter persegi altals nalmal Pemohon aldallalh halrtal bersalmal 

Penggulgalt daln Tergulgalt86 

    Balhwal berdalsalrkaln halsil pemeriksalaln diperoleh falktal selalmal 

perkalwinaln alntalral Penggulgalt daln Tergulgalt telalh memperoleh halrtal Bersalmal 

berulpal 1 (saltul) bidalng talnalh selulals 441 m2 yalng dibeli paldal talhuln 2017. 

Selalin itul pembalgialn malsing-malsing pihalk belulm dipertimbalngkaln dallalm 

Pultulsaln Juldex Falcti/Pengaldilaln ALgalmal Cilalcalp malulpuln Juldex 

Falcti/Pengaldilaln Tinggi ALgalmal Semalralng kalrenal ternyaltal 

Penggulgalt/Termohon kalsalsi tidalk memintal pembalgialn dallalm petitulm 

gulgaltalnnyal. malkal Malhkalmalh ALgulng berpendalpalt perlul ditetalpkaln balhwal 

Pemohon Kalsalsi daln Termohon Kalsalsi malsing-malsing berhalk ½ (seperdulal) 

balgialn dalri halrtal bersalmal tersebult, kalrenal paldal prinsipnyal, sebalgalimalnal 

risallalh ULmalr bin Khalttalb, "lalal yalnfal'ul talkalllulmul bihalqqin lalal nalfalaldzal lalh", 

yalng bermalknal, “tidalk aldal alrtinyal/tidalk aldal malnfalaltnyal sulaltul kebenalraln 

yalng telalh ditetalpkaln bilal tidalk dalpalt dilalksalnalkaln”. Oleh kalrenal itul, dallalm 

diktulm pultulsaln perlul dicalntulmkaln almalr ulntulk memerintalhkaln Tergulgalt 

(Pemohon Kalsalsi) ulntulk menyeralhkaln daln membalyalr balgialn dalri Penggulgalt 

(Termohon Kalsalsi) sesulali halrgal yalng disepalkalti altalul sesulali halrgal yalng 

ditetalpkaln oleh julrul talksir yalng memiliki kulallifikalsi daln sertifikalt dalri 

lembalgal yalng berwenalng.87 

 
86 Ibid, hal 4 
87 Ibid, hal 7 
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Paldal alkhirnyal Malhkalmalh ALgulng menetalpkaln sebalgialn dalri 1 (saltul) 

bidalng talnalh selulals 31 (tigal pullulh saltul) ulbin altalul setalral dengaln lulals 441 

(empalt raltuls empalt pullulh saltul) meter persegi dalri lulals talnalh selulrulhnyal 825 

(delalpaln raltuls dulal pullulh limal) meter persegi sebalgalimalnal Sertipikalt Halk 

Milik Nomor 00898 altals nalmal Pemohon daln 1 (saltul) ulnit balngulnaln rulmalh 

yalng terletalk di altalsnyal dengaln ulkulraln 8,5 (delalpaln komal limal) meter x 13 

(tigal belals) meter = 110,5 (seraltuls sepullulh komal limal) meter persegi daln 

Menetalpkaln Penggulgalt daln Tergulgalt, malsing-malsing berhalk mendalpalt ½ 

(seperdulal) balgialn dalri halrtal Bersalmal.         

Berkalcal dallalm pultulsaln Malhkalmalh ALgulng Nomor 21 K/ALg/2026 balhwal 

aldalnyal percalmpulraln alset bersalmal menimbullkaln ketidalkjelalsaln staltuls halrtal 

altalul alset yalng miliki kedulalnyal sehinggal paldal pultulsaln tersebult menetalpkaln 

malsing-malsing pihalk berhalk mendalpaltkaln ½ (seperdulal) balgialn dalri halrtal 

bersalmal tersebult. penetalpaln pembalgialn ½ (seperdulal) memiliki tuljulaln algalr 

pembalgialn alset menjaldi berkealdilaln. 

Dallalm pralktiknyal penyelesalialn sengketal terkalit pembalgialn halrtal 

bersalmal selalmal malsal perkalwinaln menghaldalpi berbalgali talntalngaln pralktis. 

Paldal proses litigalsi, sallalh saltul kendallal ultalmal aldallalh walktul yalng diperlulkaln 

culkulp palnjalng daln bialyal tinggi, sertal kemulngkinaln sallalh saltul pihalk 

mengalbalikaln pelalksalnalaln Kepultulsaln. Sementalral itul metode non-litigalsi 

seperti medialsi menalwalrkaln calral yalng lebih efisien daln menghemalt bialyal, 

tetalpi halsilnyal cenderulng kulralng memiliki kekulaltaln hulkulm sehinggal 

penegalkaln kesepalkaltaln bisal terhalmbalt bilal aldal pihalk yalng tidalk bersikalp 
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kooperaltif. Keberhalsilaln dalri pendekaltaln non-litigalsi julgal salngalt dipengalrulhi 

oleh  medialtor daln nialt palral pihalk ulntulk bekerjal salmal. ALtals dalsalr itul, alspek 

walktul, bialyal, daln kepaltulhaln menjaldi falktor ultalmal dallalm memilih metode 

penyelesalialn sengketal halrtal bersalmal.88 

C. Penerapan Maqashid Syariah pada Akta Perjanjian Perkawinan 

Malqalshid Syalrialh aldallalh konsep dallalm hulkulm islalm yalng menekalnkaln 

tuljulaln daln malnfalalt yalng ditetalpkaln oleh alllalh dallalm syalrialt-Nyal. Malqalshid 

Syalri’alh menjaldi alspek penting dallalm islalm, menekalnkaln balhwal algalmal 

islalm haldir ulntulk mewuljuldkaln kesejalhteralaln ulmalt daln menegalkkaln 

kealdilaln. Selalin itul Konsep Malqalshid julgal bertuljulaln ulntulk menghindalri 

kebulrulkaln daln mencegalh kerulgialn. 

Tuljulaln perkalwinaln dallalm islalm iallalh terciptalnyal rulmalh talnggal Salkinalh, 

malwalddalh daln ralhmalh. Nalmuln dallalm kenyaltalalnnyal balnyalk rintalngaln dallalm 

berulmalh talnggal yalng menggalnggul tuljulaln dalri Perkalwinaln tersebult balhkaln 

bisal menyebalbkaln terjaldinyal perceralialn. Sallalh saltul Tindalkaln yalng dalpalt 

digulnalkaln ulntulk mengaltalsi permalsallalhaln tersebult sertal dalpalt melindulngi 

halk daln kewaljibaln kedulal pihalk, balik sulalmi malulpuln istri aldallalh pembulaltaln 

perjalnjialn perkalwinaln. 

Paldal dalsalrnyal, perjalnjialn perkalwinaln dibulalt berdalsalrkaln halsil 

kesepalkaltaln kedulal pihalk, balik sulalmi altalul istri yalng berisi tentalng 

perjalnjialn-perjalnjialn selalmal menjallalnkaln hulbulngaln rulmalh talnggal daln 

 
88 Muhammad Alvin Saputra, Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama, 

Jurnal USM Law Review Vol 7, No. 2 2024, hal. 788 
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menjaldi penengalh jikal dikemuldialn terjaldi perselisihaln terhaldalp halrtal 

Bersalmal. Tentul kedulal pihalk, balik sulalmi malulpuln istri ingin perjalnjialn 

perkalwinaln memliki kekulaltaln hulkulm, tidalk halnyal sekedalr kertals yalng 

bertulliskaln isi dalri perjalnjialn saljal. Malkal dalri itul algalr perjalnjialn perkalwinaln 

memiliki kekulaltaln hulkulm, didalftalrkalnlalh ke dallalm ALktal ALultentik yalng 

mempulnyali kekulaltaln hulkulm tetalp. 

Selalin itul, Pengaltulraln perjalnjialn perkalwinaln selalnjultnyal dialtulr di 

dallalm Intrulksi Presiden RI Nomor 1 Talhuln 1991 tentalng Penyebalrlulalsaln 

Kompilalsi Hulkulm Islalm yalng Dimalnal perjalnjialn perkalwinaln mengenali 

halrtal Bersalmal tercalntulm di dallalm Palsall 47 KHI yalng menjelalskaln balhwal 

perjalnjialn perkalwinaln tidalk halnyal sebaltals tentalng halrtal Bersalmal yalng 

iddalpaltkaln selalmal perkalwinaln, melalinkaln halrtal balwalaln malsing-malsing 

sulalmi istri.  

Perjalnjialn perkalwinaln merulpalkaln sallalh saltul alspek penting dallalm 

hulkulm kelulalrgal islalm yalng berfulngsi sebalgali lalndalsaln ulntulk membalnguln 

kelulalrgal yalng halrmonis daln Balhalgial. Dallalm konteks Malqalshid Syalrialh 

memiliki peraln sebalgali prinsip dalsalr yalng mengalralhkaln tuljulaln daln nilali-

nilali dallalm perjalnjialn tersebult.89 Malqalshid Syalri’alh yalng beralrti tuljulaln-

tuljulaln syalrtialt, mencalkulp perlindulngaln terhaldalp algalmal, jiwal, alkall, 

ketulrulnaln daln halrtal. Dengaln memalhalmi malqalshid syalrialh, kital dalpalt 

mengevallulalsi balgalimalnal perjnaljialn perkalwinaln dalpalt berkontribulsi paldal 

 
89 Ayu Shinta Maharani, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Suami atau Istri Dengan 

Pembuatan Akta Perjanjian Kawin diTinjau dari Prespektif Hukum Nasional, Tesis : Universitas 

Islam Sultan Agung, 2025, hal 43 
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terciptalnyal kelulalrgal Balhalgial. Sallalh saltul tuljulaln ultalmal dalri malqalshid 

syalrialh ALdallalh perlindulngaln terhaldalp ketulrulnaln. Dallalm perjalnjialn 

perkalwinaln, hall ini dalpalt diwuljuldkaln melalluli ketentulaln yalng jelals 

mengenali halk daln kewaljibaln malsing-malsing pihalk. 

Peraltulraln mengenali perjalnjialn perkalwinaln dialtulr dallalm Palsall 147 Kitalb 

ULndalng-ULndalng Perdaltal (KULHPerdaltal) dijelalskaln balhwal sebelulm 

perkalwinaln dilalngsulngkaln perjalnjialn perkalwinaln halruls dibulalt dengaln alktal 

notalris daln diberlalkulkaln setelalh proses perkalwinaln selesali dilalkulkaln.90 

Sedalngkaln Palsall 29 ULndalng-ULndalng Nomor 1 Talhuln 1974 tentalng 

perkalwinaln menjelalskaln tentalng perjalnjialn perkalwinaln merulpalkaln 

perjalnjialn yalng dibulalt paldal walktul altalul sebelulm berkalwinaln berlalngsulng.91 

Hall ini memberikaln celalh legall yalng lebih fleksibel balgi palsalngaln sulalmi 

istri ulntulk mengaltulr halk daln kewaljibaln, terultalmal menyalngkult pemisalhaln 

halrtal, talnggulng jalwalb finalnsiall, daln perlindulngaln terhaldalp risiko 

perceralialn altalul gulgaltaln hulkulm. 

Dallalm hulkulm islalm, perjalnjialn perkalwinaln dipalndalng sebalgali 

malnifestalsi dalri kebebalsaln berkontralk (Malbdal’ hulrriyalh all-tal’alquld). 

ALnallisis kalidalh all-‘aldalh mulhalkkalmalh terhaldalp perjalnjialn ini 

menempaltkalnnyal sebalgali ‘ULrf Shalhih (aldalt yalng benalr). Perjalnjialn 

perkalwinaln berfulngsi ulntulk memberikaln perlindulngaln hulkulm balgi palral 

pihalk. Jikal dallalm sulaltul malsyalralkalt (seperti di Indonesial) suldalh menjaldi 

 
90 Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
91 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN 1974 No.1, TLN 

No.3019 
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kebialsalaln ulntulk mencaltaltkaln perjalnjialn mengenali halrtal bersalmal altalul 

perlindulngaln halk istri, malkal kebialsalaln tersebult mengikalt secalral hulkulm 

berdalsalrkaln kalidalh ini.92 

Perjalnjialn perkalwinaln dallalm konteks Malqalshid syalri’alh memiliki 

peralnaln yalng salngalt penting dallalm membalnguln kelulalrgal yalng Balhalgial daln 

halrmonis. Malqalshid syalrialh yalng merulpalkaln tuljulaln-tuljulaln syalrialt islalm, 

memberikaln keralngkal kerjal ulntulk memhalmi daln merulmulskaln perjalnjialn 

perkalwinaln yalng tidalk halnyal salh secalral hulkulm, tetalpi julgal memenulhi nilali-

nilali morall daln etis.93 Dallalm hall ini, perjalnjialn perkalwinaln halruls 

mencerminkaln tuljulaln perlindulngaln terhaldalp algalmal, jiwal,alkall, ketulrulnaln 

daln halrtal. 

Perulbalhaln sosiall yalng cepalt telalh memulncullkaln balnyalk reallital balrul 

dallalm institulsi kelulalrgal, seperti meningkaltnyal perceralialn, kekeralsaln dallalm 

rulmalh talnggal, kesenjalngaln ekonomi terhaldalp palsalngaln hinggal konflik 

persoallaln halk alsulh alnalk daln halrtal gono gini. Selalin itul, globallisalsi daln 

modernisalsi julgal membalwal tulntultaln terhaldalp tralnspalralnsi daln kealdilaln 

dallalm relalsi sulalmi istri. Kalulm Perempulaln, khulsulsnyal, semalkin menyaldalri 

pentingnyal perlindulngaln hulkulm terhaldalp alsset daln pengalkulaln kontribulsi 

domestik merekal. Dallalm konteks ini, perjalnjialn perkalwinaln ALdallalh 

 
92 Lenny Guspidawati, Hendri Sayuti, Analisis Kaidah Fiqhiyyah Al-Adah Muhakkamah Terhadap 

Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Nusantara JINU, Vol 3 No. 1 

2026, hal 949 
93 Dedi Sumanto, Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah Di Indonesia Dan Malaysia Dalam 

Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’aḧ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020). 
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instrulment legall yalng menjalwalb kebultulhaln tersebult secalral tepalt daln 

terulkulr. 

Perjalnjialn perkalwinaln mulncull sebalgali instrulmen legall yalng salngalt 

relevaln. Melalluli perjalnjialn Perkalwinaln, palsalngaln sulalmi istri dalpalt 

merencalnalkaln daln menetalpkaln dengaln jelals halk daln kewaljibaln malsing-

malsing, sertal mekalnisme penyelesalialn sengketal yalng mulngkin terjaldi di 

malsal depaln. Perjalnjialn ini dalpalt mencalkulp berbalgali alspek, seperti 

pembalgialn halrtal, talnggulng jalwalb keulalngaln, halk alsulh alnalk, daln pengaltulraln 

terkalit nalfkalh, yalng semulalnyal bersifalt preventif. Dengaln aldalnyal perjalnjialn 

ini, potensi konflik bisal diminimallkaln kalrenal aldal kejelalsaln mengenali 

pembalgialn halk daln kewaljibaln di alwall pernikalhaln, sebelulm malsallalh- 

malsallalh besalr timbull.  

Selalin itul, perjalnjialn perkalwinaln julgal mengulralngi rulalng ulntulk 

sengketal yalng dalpalt merulsalk kehalrmonisaln rulmalh talnggal, kalrenal aldalnyal 

dalsalr hulkulm yalng mengikalt kedulal belalh pihalk ulntulk menghormalti 

kesepalkaltaln yalng telalh dibulalt. Dallalm hall ini, perjalnjialn perkalwinaln 

berfulngsi sebalgali salralnal pencegalhaln yalng proalktif, jalulh lebih balik dalripaldal 

mengalndallkaln solulsi setelalh konflik mulncull, yalng sering kalli lebih 

mengalralh paldal pertikalialn yalng merulgikaln. 

Dallalm hall perlindulngaln halrtal, malqalshid syalrialh mendorong aldalnyal 

pengaltulraln yalng jelals mengenali halrtal Bersalmal daln halrtal pribaldi. Perjalnjialn 

perkalwinaln halruls mencalkulp ketentulaln mengenali pembalgialn halrtal dallalm 

hall perceralialn altalul kemaltialn sallalh saltul palsalngaln. Dengaln aldalnyal 
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pengaltulraln yalng balik, palsalngaln dalpalt menghindalri sengketal di kemuldialn 

halri, yalng sering kalli menjaldi sulmber konflik dallalm rulmalh talnggal.94 

Nalmuln, meskipuln perjalnjialn perkalwinaln dalpalt menjaldi solulsi ulntulk 

mengulralngi potensi konflik, terultalmal dallalm hall permalsallalhaln halrtal 

Bersalmal. implementalsinyal malsih menghaldalpi beberalpal kendallal. Sallalh saltul 

talntalngaln terbesalr aldallalh kulralngnyal pemalhalmaln malsyalralkalt tentalng 

pentingnyal perjalnjialn perkalwinaln itul sendiri. Balnyalk palsalngaln yalng 

memalsulki pernikalhaln dengaln palndalngaln balhwal perjalnjialn semalcalm itul 

tidalk diperlulkaln, altalul dialnggalp sesulaltul hall talbul dallalm buldalyal merekal. 

Paldalhall, perjalnjialn ini dalpalt memberikaln perlindulngaln hulkulm yalng salngalt 

dibultulhkaln, balik balgi sulalmi, istri, malulpuln alnalk-alnalk merekal di kemuldialn 

halri. Oleh kalrenal itul, perlul aldal ulpalyal ulntulk mengedulkalsi malsyalralkalt, 

terultalmal mengenali pentingnyal merencalnalkaln malsal depaln kelulalrgal dengaln 

mempertimbalngkaln halk daln kewaljibaln yalng jelals dalri malsing-malsing 

pihalk.  

Adaptasi terhadap perubahan sosial juga merupakan aspek penting 

dalam maqāṣid syari’ah. Perjanjian perkawinan harus fleksibel dan dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Misalnya, ketentuan 

mengenai pekerjaan dan pembagian tugas dalam rumah tangga dapat 

disesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, 

 
94 Irfan Fakhri Hibatullah, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Melalui Perjanjian 

Perkawinan Dalam UU No 1 Tahun 1974 & KHI Ditinjau Menurut Maqashid Syariah (Universitas 

Islam Indonesia, 2024). 
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pernikahan akan tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan 

zaman.95 

Secalral keselulrulhaln, perjalnjialn perkalwinaln berperaln penting dallalm 

mengaltalsi reallitals sosiall yalng berkembalng dallalm institulsi kelulalrgal. Dallalm 

menghaldalpi fenomenal perceralialn daln konflik rulmalh talnggal lalinnyal, 

perjalnjialn ini memberikaln solulsi yalng lebih preventif daln terulkulr, yalng 

malmpul mengulralngi ketegalngaln daln meminimallkaln dalmpalk negaltif dalri 

perceralialn altalul permalsallalhaln rulmalh talnggal. ULntulk itul, pengulaltaln regullalsi 

daln edulkalsi tentalng perjalnjialn perkalwinaln salngalt penting ulntulk mendorong 

malsyalralkalt ulntulk mempersialpkaln diri lebih balik dallalm membalnguln 

pernikalhaln yalng tidalk halnyal kulalt secalral emosionall, tetalpi julgal terlindulngi 

secalral hulkulm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 Ahmad, Rusdaya Basri, Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai 

Jaminan Keluarga Bahagia, Jurnal Hukamaa Vol 2 No 1, hal. 44 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yanng telah di uraikan, makan penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Perjalnjialn perkawinan, sebalgali instrulmen hulkulm yalng salh, berfulngsi 

sebalgali proteksi preventif yalng efektif dallalm menyikalpi talntalngaln 

sosiall daln hulkulm dallalm kehidulpaln pernikalhaln. Perjanjian perkawinan 

pada dasarnya adalah perjanjian sama konsepnya dengan perjanjian 

perdata sehingga ketika adanya pelanggaran terhadap perjanjian 

tersebut terdapat implikasi hukumnya. 

2. Penyelesaian yalng dalpalt digulnalkaln ulntulk menyelesalikaln sengketal harta 

Bersama bisal diselesalikaln dallalm dulal jallulr, yalitul litigalsi sertal non-

litigalsi. Proses penyelesaian Litigasi mencalngkulp pengaljulaln gulgaltaln, 

pemeriksalaln bulkti, salksi, sertal sidalng-sidalng yalng bersifalt normall. Jallulr 

ini bersifalt mengikalt dengaln altulraln hulkulm yalng tetalp, nalmuln 

memerlulkaln walktul sertal bialyal yalng culkulp besalr sertal cenderulng 

menyebalbkaln konflik yalng berkepalnjalngaln. Selain itu allternaltif lain 

ulntulk menyelesalikaln sengketal ALdallalh melalluli metode penyelesalialn 

perkalral yalng tidalk melalluli jallulr pengaldilaln, dimalnal selulrulh prosedulr 

sepenulhnyal diseralhkaln altals kesepalkaltaln palral pihalk yalng terlibalt. Jallulr 
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ini dipilih kalrenal dialnggalp lebih cepalt, sederhalnal sertal tidalk membulkal 

konflik pribaldi ke rulalng pulblik seperti dallalm proses peraldilaln. Nalmuln, 

paldal kenyaltalalnnyal penyelesalialn sengketal melalluli jallulr pengaldilaln 

malsih sering dipilih kalrenal dipengalrulhi oleh berbalgali falktor. Sallalh saltul 

penyebalbnyal yalitul palral pihalk yalng berselisih bialsalnyal lebih 

memulsaltkaln perhaltialn paldal ulsalhal meralih kemenalngaln ketimbalng 

mencalpali solulsi bersalmal yalng aldil daln bermalnfalalt balgi semulal, altalul 

berdalsalrkaln prinsip win-win solultion.  

3. Malqalshid syalri’alh memiliki peralnaln yalng salngalt penting dallalm 

membalnguln kelulalrgal yalng Balhalgial daln halrmonis. perjalnjialn 

perkalwina ln halruls mencerminkaln tuljulaln perlindulngaln terhaldalp algalmal, 

jiwal, alkall, ketulrulnaln da ln halrtal. Akan tetapi 5 aspek Maqashid Syariah 

yang seharusnya menjadi instrumen dalam pembuatan perjanjian 

perkawinan menjadi tidak berlaku jika perjanjian perkawinan dalam 

penyusunannya terdapat ketidakjelasan isi perjanjian yang memicu 

konflik serta buruknya komunikasi antara para pihak juga 

mempengaruhi isi Perjanjian perkawinan yang mengakibatkan 

perjanjian menjadi kabur. Malqalshid syalri’alh menjadi bermanfaat jika 

dilakuan sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. 

 

B. Saran 

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, penulis menyampaikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat praktis maupun 
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akademis. Saran ini disusun berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah 

diuraikan sebelumnya, serta ditujukan bagi berbagai pihak yang terkait 

dalam permasalahan yang diteliti. 

1. Dibutuhkannya peraturan detail tentang pembuatan perjanian 

perkawinan untuk manjauhkan dari kontroversi dan timbulnya 

kerancuan dalam berbagai hal terhadap perjanjian perkawinan. 

2. Dibutuhkannya Penyuluhan Hukum bagi calon pasangan suami istri 

tentang bagaimana pembuatan perjanjian perkawinan serta bagaimana 

melegalisasi perjanjian perkawinan tersebut untuk melindungi 

kepentingan hukum bagi para pihak. 
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Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 21 K/Ag/2026 

 

P U T U S A N 

Nomor 21 K/Ag/2026 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H   A G U N G 

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus 

sebagai berikut dalam perkara:      

RENITA binti SAIKIN, bertempat tinggal di Dusun Mulyasari, 

RT. 001 RW. 003, Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, 

Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada 

Rabun Edi Ismanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para  

Advokat, berkantor di Jalan Sadang Nomor 44, Kelurahan 

Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2025; 

Pemohon Kasasi; 

  L a w a n 

NASIHIN bin MUSLIMAN, bertempat tinggal di Dusun 

Mulyasari, RT. 001 RW. 003, Desa Purwasari, Kecamatan 

Wanareja, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan 

kuasa kepada: Denny Indriawan, S.H., M.H. dan kawan-

kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Setiabudi Nomor 

16B, Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, 

Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

tanggal 30 Januari 2025; 

 Termohon Kasasi;  

Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Putusan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, 

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk 

memberikan putusan sebagai berikut: 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  

2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa 1 

(satu) bidang tanah yang dibeli lebih kurang tahun 2017 ke saudara 

Tergugat (Bapak Sugeng) seluas 31 (tiga puluh satu) ubin ditambah 

tanah seluas 27 (dua puluh tujuh) ubin dibeli pada tahun 2020 dari 

saudara Tergugat (Ibu Mulud), sehingga Penggugat dan Tergugat 

memiliki tanah yang merupakan harta bersama seluas lebih kurang 58 

(lima puluh delapan) ubin atau 825 (delapan ratus dua puluh lima) meter 

persegi dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02911 atas nama 

Renita dengan luas 825 (delapan ratus dua puluh lima) meter persegi dan 

1 (satu) unit bangunan rumah dengan luas 8,5 (delapan koma lima) meter 

x 13 (tiga belas) meter yang dibangun kurang lebih tahun 2018 sampai 

dengan 2019 terletak di Dusun Mulyasari, RT. 001 RW. 003, Desa 

Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, dengan batas-

batas sebagai berikut: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Renita; 

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Rujinah 

dan Lasini; 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa RT. 001 RW. 003; 

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Sakiman 

dan Sutinah; 

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi surat 

kesepakatan pembagian harta bersama (gono-gini) tertanggal 2 Agustus 

2024;  

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu 

meskipun Tergugat mengajukan perlawanan (verzet), banding, maupun 

kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);  

5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku;  

Subsider 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex 

aequo et bono); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh 

Pengadilan Agama Cilacap dengan Putusan Nomor 861/Pdt.G/2025/PA.Clp. 

tanggal 29 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1447 Hijriah, 

kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama 

Semarang dengan Putusan Nomor 299/Pdt.G/2025/PTA.Smg. tanggal 17 

September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1447 

Hijriah; 

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan 

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 September 2025, kemudian 

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada 

tanggal 1 Oktober 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi 

Nomor 861/Pdt.G/2025/PA.Clp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Agama Cilacap permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang 

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut 

pada tanggal 10 Oktober 2025; 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, 

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam 

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal 

dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 

10 Oktober 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, 

Pemohon Kasasi meminta agar: 

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi; 

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 

299/Pdt.G/2025/PTA.Smg. tanggal 16 September 2025 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1447 Hijriah; 

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 

861/Pdt.G/2025/PA.Clp. tanggal 29 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan 

tanggal 3 Safar 1447 Hijriah; 

4. Membebankan semua biaya dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi;    

Mengadili Sendiri: 

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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2. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah seluas 31 ubin dan 1 (satu) unit 

bangunan rumah yang terletak di atasnya dengan ukuran 8,5 (delapan 

koma lima) meter x 13 (tiga belas) meter yang terletak di Dusun 

Mulyasari, RT. 001 RW. 003, Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, 

Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas sebagai berikut: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Renita; 

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik 

Rujinah dan Lasini; 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa RT. 001 RW. 003; 

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik 

Sakiman dan Sutinah; 

sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00898 Desa 

Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, NIB 

11.30.02.15.02911, Surat Ukur tanggal 10 Maret 2021 Nomor 

00861/Purwasari/2021, luas 825 (delapan ratus dua puluh lima) meter 

persegi atas nama Renita adalah harta bersama Penggugat (Nasihin 

bin Musliman) dan Tergugat (Renita binti Saikin); 

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana disebutkan pada petitum 2 

dengan harga sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta 

rupiah) sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing 

mendapatkan ½ (seperdua) dari harta bersama; 

4. Menetapkan hak pemeliharaan/hak asuh (hadhanah) anak yang 

bernama Den Bagus Erlangga, lahir di Cilacap, 23 April 2014, 

diberikan kepada Pemohon Kasasi sebagai ibu kandungnya; 

5. Membebankan kepada Termohon Kasasi untuk membayar seluruh 

biaya yang timbul dalam perkara ini; 

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah 

mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2025 

yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; 

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra 

memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai 

berikut: 

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut: 

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex 

Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai 

berikut: 

Bahwa alasan kasasi dalam perkara a quo adalah keberatan atas 

Putusan Judex Facti yang dinilai salah dalam menerapkan hukum karena 

tidak mempertimbangkan peran besar Tergugat dalam memperoleh harta 

bersama. Tergugat mendalilkan bahwa harta bersama Penggugat dan 

Tergugat diperoleh dari penghasilan Tergugat ketika bekerja di luar negeri, 

sedangkan Penggugat justru menghabiskan uang yang Tergugat kirim dari 

luar negeri untuk mabuk-mabukan, berjudi, dan berzina; 

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Judex Facti diperoleh fakta 

selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta 

bersama berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 31 (tiga puluh satu) ubin  atau 

setara dengan luas 441 (empat ratus empat puluh satu) meter persegi yang 

dibeli dari Rujinah pada tahun 2017, terletak di Dusun Mulyasari, RT. 001 

RW. 003, Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap; 

Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama 

Semarang yang tidak meninjau satu persatu pertimbangan Pengadilan 

Agama Cilacap bukan merupakan kesalahan penerapan hukum dan hal 

tersebut bukan berarti mengabaikan kewajiban untuk memeriksa ulang, 

karena sebagai pengadilan tingkat banding, dengan tidak 

mempertimbangkan satu per satu alasan banding merupakan hasil dari 

penilaian yang mendalam atas pertimbangan-pertimbangan pengadilan 

tingkat pertama yang secara substansial dinilai sudah tepat dan benar; 

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menilai 

bahwa pembagian harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat dengan 

pembagian masing-masing separuh bagian sebagaimana ketentuan Pasal 

97 Kompilasi Hukum Islam telah cukup berkeadilan untuk diimplementasikan 

dalam perkara a quo, karena tidak terbukti adanya fakta yang menuntut 

penyimpangan atas penerapan pasal tersebut; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id  

 

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 21 K/Ag/2026 

 

Bahwa mengenai hak asuh anak bernama Den Bagus Erlangga, lahir 

di Cilacap tanggal 23 April 2014, umur 11 (sebelas) tahun, yang dimohonkan 

oleh Tergugat dalam tingkat kasasi tidak dapat dipertimbangkan, karena 

perkara pokok yang disengketakan adalah mengenai harta bersama, 

sedangkan dalam proses perkara Tergugat tidak mengajukan gugatan balik 

(rekonvensi) untuk itu. Oleh karenanya, Mahkamah Agung hanya berwenang 

memeriksa dan mengadili perkara yang telah diadili dan diputus oleh Judex 

Facti. Meskipun demikian, apabila ternyata hak asuh anak di persengketakan 

dan belum ada putusan hukum atas sengketa tersebut, Tergugat tetap 

mempunyai hak untuk mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut 

tersendiri; 

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan 

alasan yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, melainkan penilaian Pemohon 

Kasasi atas hasil penilaian pembuktian yang bukan menjadi kewenangan 

Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 30 juncto Pasal 52 Undang-Undang 

Mahkamah Agung tersebut, sebagai Judex Juris Mahkamah Agung hanya 

berwenang membatalkan putusan Judex Facti jika Judex Facti memutus 

perkara melampaui batas wewenang; salah menerapkan atau melanggar 

hukum yang berlaku; lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh 

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan 

batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan Judex Facti kurang 

pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd); 

Bahwa namun demikian amar Judex Facti harus diperbaiki sepanjang 

mengenai diktum Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Semarang 

dengan pertimbangan sebagai berikut: 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 dan penjelasannya, peradilan agama berwenang 

menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan yang salah satunya adalah 
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"penyelesaian harta bersama". Dalam perkara a quo meskipun Penggugat 

hanya menuntut untuk menetapkan harta bersama, akan tetapi Putusan 

Judex Facti tidak memberikan penyelesaian dan kepastian hukum, karena 

frasa "penyelesaian" harus dimaknai termasuk mencakup untuk membagi 

harta bersama agar putusan menjadi final, sedangkan pembagian 

merupakan konsekuensi logis dalam sengketa harta bersama. Oleh 

karenanya, dalam perkara a quo harus ditentukan bagian masing-masing 

atas objek harta bersama; 

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat lebih berkeadilan untuk 

membagi harta bersama masing-masing ½ (seperdua) bagian kepada 

Penggugat dan Tergugat, karena pemberian porsi lebih kepada salah satu 

pihak dalam sengketa harta bersama dapat dilakukan apabila terbukti 

adanya peran dan kontribusi lebih dari salah satu pihak, sedangkan pihak 

lainnya telah melalaikan kewajibannya, namun dalam perkara a quo, tidak 

terungkap fakta adanya kontribusi lebih dari salah satu pihak maupun pihak 

lainnya yang melalaikan kewajibannya sehingga sesuai dengan ketentuan 

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, tidak terdapat perjanjian dalam 

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian harta 

bersama; 

Bahwa selain itu, Mahkamah Agung menilai diktum Judex 

Facti/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat menimbulkan salah tafsir, 

karena pernyataan 1 (satu) bidang tanah seluas 31 (tiga puluh satu) ubin 

atau setara dengan luas 441 (empat ratus empat puluh satu) meter persegi 

dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00898 atas nama Renita, padahal 

luas tanah seluruhnya dalam sertipikat a quo adalah 825 (delapan ratus dua 

puluh lima) meter persegi, artinya yang ditetapkan sebagai harta bersama 

adalah sebagian dari bidang tanah dalam satu sertipikat tersebut. Oleh 

karena itu, diktum putusan tersebut harus diperbaiki; 

Bahw mengenai pembagian masing-masing pihak belum 

dipertimbangkan dalam Putusan Judex Facti/Pengadilan Agama Cilacap 

maupun Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Semarang karena ternyata 

Penggugat/Termohon kasasi tidak meminta pembagian dalam petitum 

gugatannya, namun Pemohon Kasasi meminta ditetapkan prosentase 
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pembagian dalam memori kasasinya, maka demi dapat terselesaikannya 

perkara ini secara tuntas, maka Mahkamah Agung berpendapat perlu 

ditetapkan bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masing-masing 

berhak ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, karena pada 

prinsipnya, sebagaimana risalah Umar bin Khattab, "laa yanfa'u takallumu 

bihaqqin laa nafaadza lah", yang bermakna, “tidak ada artinya/tidak ada 

manfaatnya suatu kebenaran yang telah ditetapkan bila tidak dapat 

dilaksanakan”. Oleh karena itu, dalam diktum putusan perlu dicantumkan 

amar untuk memerintahkan Tergugat (Pemohon Kasasi) untuk menyerahkan 

dan membayar bagian dari Penggugat (Termohon Kasasi) sesuai harga yang 

disepakati atau sesuai harga yang ditetapkan oleh juru taksir yang memiliki 

kualifikasi dan sertifikat dari lembaga yang berwenang; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka 

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Renita binti 

Saikin, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan 

Tinggi Agama Semarang Nomor 299/Pdt.G/2025/PTA.Smg. tanggal 17 

September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1447  

Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang 

perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama 

dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding 

dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi; 

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan; 
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M E N G A D I L I: 

 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, RENITA binti 

SAIKIN, tersebut; 

 Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 

299/Pdt.G/2025/PTA.Smg. tanggal 17 September 2025 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 24 Rabiulawal 1447 Hijriah, sehingga amar selengkapnya 

sebagai berikut: 

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; 

II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 

861/Pdt.G/2025/PA.Clp. tanggal 29 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan 

tanggal 3 Safar 1447 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai 

berikut: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 

2. Menetapkan sebagian dari 1 (satu) bidang tanah seluas 31 (tiga puluh 

satu) ubin atau setara dengan luas 441 (empat ratus empat puluh 

satu) meter persegi dari luas tanah seluruhnya 825 (delapan ratus dua 

puluh lima) meter persegi sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 

00898 atas nama Renita NIB. 11.30.02.15.02911 Surat Ukur tanggal 

10 Maret 2021 Nomor 00861/Purwasari/2021 dan 1 (satu) unit 

bangunan rumah yang terletak di atasnya dengan ukuran 8,5 (delapan 

koma lima) meter x 13 (tiga belas) meter = 110,5 (seratus sepuluh 

koma lima) meter persegi, yang terletak di Dusun Mulyasari, RT. 001 

RW. 003, Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, 

dengan batas-batas sebagai berikut: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Renita; 

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik 

Rujinah dan Lasini; 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa RT. 001 RW. 003; 

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik 

Sakiman dan Sutinah; 

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat; 

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak 

mendapat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id  

 

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 21 K/Ag/2026 

 

diktum angka 2; 

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membayar bagian 

Penggugat sesuai harga yang disepakati atau sesuai harga yang 

ditetapkan juru taksir yang memiliki kualifikasi dan sertifikat dari 

lembaga yang berwenang; 

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.416.500,00 (satu juta empat 

ratus enam belas ribu lima ratus rupiah); 

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara 

dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu 

rupiah); 

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya 

perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu 

rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada 

hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., 

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai 

Ketua Majelis, Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Lailatul 

Arofah, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam   

sidang  terbuka  untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan 

dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., 

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak. 

 

Hakim-Hakim Anggota:                                          Ketua Majelis, 

 

 

 

ttd./Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.     ttd./Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. 

 

 

 

ttd./Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. 
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          Panitera Pengganti, 

 

  

 

      ttd./Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H. 

 

Biaya-biaya Kasasi: 

1. M  e  t  e  r  a  i…………….... Rp  10.000,00 

2. R  e d  a  k  s  i…………….... Rp  10.000,00 

3. Administrasi kasasi……….... Rp380.000,00 

    J u m l a h …………………..... Rp400.000,00 

 

Untuk Salinan 

Mahkamah Agung RI 

A.n. Panitera 

Panitera Muda Perkara Agama 

 

ditandatangani secara elektronik 

 

Dr. Musthofa, S.H., M.H. 

NIP. 196904151993031003 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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Contoh perjanjian perkawinan dengan pisah harta sama sekali: 

 

PERJANJIAN PERKAWINAN 

Nomor : 

 

 Pada hari ini, (...) 

Menghadap kepada saya, (...) Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, --------------- 

 dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada 

bagian akhir akta ini : ---------------------------------------------------------------------------- 

            1. Tuan A, (...)  

- menurut keterangannya tidak dalam ikatan perkawinan. ------------------------ 

- Pihak Pertama. ------------------------------------------------------------------------- 

 2. Nona B, (...)  

     - menurut keterangannya tidak dalam ikatan perkawinan. ------------------------- 

  - Pihak Kedua. -------------------------------------------------------------------- 

                   - Semuanya Warga Negara Indonesia; -------------------------------------------------------- 

               Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, berhubung dengan -- perkawinan 

yang akan mereka lakukan sepanjang dimungkinkan menurut -------------- 

                  Hukum/Undang-undang menerangkan dengan ini membuat perjanjian -------- 

perkawinan sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------- 

                   -------------------------------------------- Pasal 1 ------------------------------------------------ 

                  Antara para pihak tidak akan terjadi percampuran harta bawaan, harta yang -diperoleh 

karena warisan atau hibahan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan dari 

barang-barang, hak-hak maupun dari hutang-hutang, demikian pula segala 

percampuran dari untung dan rugi atau dari persatuan hasil dan pendapatan tidak akan 

terjadi. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  Kekayaan dan hutang dari masing-masing pihak meskipun ada terjadi sebelum dan 

sesudah perkawinan dilakukan tetap menjadi hak atau  tanggungan masing-masing 

pihak. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                   ----------------------------------------------- Pasal 2 --------------------------------------------- 

                  Para pihak masing-masing berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya sendiri 

baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan memakai segala penghasilan dan 

pendapatannya untuk dirinya sendiri. -------------------------------------- 

                  Pihak Pertama dilarang melepaskan hak milik atas harta kekayaan Pihak Kedua tanpa 

persetujuan Pihak Kedua, demikian pula Pihak Kedua dilarang melepaskan hak milik 

atas harta kekayaan Pihak Pertama tanpa persetujuan Pihak Pertama. -------------------- 

                   ----------------------------------------------- Pasal 3 ---------------------------------------------  

                  Pihak Pertama wajib melindungi Pihak Kedua dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. ------------------------- 

                  Pihak Kedua wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. ---------------------- 

Semua biaya berkaitan dengan pendidikan dan pemeliharaan anak–anak yang 

dilahirkan sepanjang perkawinan akan ditanggung bersama dan akan disepakati 

kemudian oleh para pihak. ---------------------------------------------------------------------- 

                   ----------------------------------------------- Pasal 4 -------------------------------------------- 

                  Barang-barang bergerak yang oleh masing-masing pihak didapat dari apapun juga 

sesudah perkawinan dilangsungkan wajib dibuktikan dengan pertelaan yang 
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ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak Pihak Kedua 

untuk membuktikan adanya barang-barang itu atau seharganya dengan jalan yang 

dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. ---------- 

                   ----------------------------------------------- Pasal 5 --------------------------------------------- 

                  Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada masing-masing pihak pada 

waktu perkawinan diputuskan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum 

akan dianggap sebagai kepunyaan siapa diantara pihak yang memakai atau dianggap 

biasa memakai barang-barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan, sepanjang 

atas benda-benda tersebut telah tidak diberikan/dihadiahkan oleh satu pihak kepada 

pihak lainnya. ------------------------------------------------------------------------------------- 

                  Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga berupa perabot-perabot 

makan, minum dan tidur yang ada di dalam rumah para pihak pada waktu perkawinan 

diputuskan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap 

kepunyaan Pihak Kedua sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan 

perhitungan. ---------------------------------------------------------------------------- 

                   -------------------------------------------------- Pasal 6 ------------------------------------------ 

                  Barang-barang yang diperoleh karena atau dengan cara apapun juga oleh masing-

masing pihak harus dibuktikan dengan surat-surat. ------------------------------------------ 

                  Apabila tidak ada bukti-bukti surat maka untuk para pihak atau ahliwarisnya, bukti-

bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  Didalam hal adanya timbul sengketa mengenai kepemilikan suatu benda berupa hak 

atas tunjuk maupun benda bergerak, dimana masing-masing pihak tidak dapat 

membuktikan kepemilikannya tersebut, dianggap dan diterima bahwa benda-benda 

tersebut adalah miliknya para pihak bersama, masing-masing untuk bagian yang sama 

besarnya. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  Anggapan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. ------------------------------------ 

                   -------------------------------------------------- Pasal 7 ------------------------------------------ 

                  Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibat-akibatnya kedua 

belah pihak memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Penitera Pengadilan 

Negeri Kelas I (satu) A Kita Bandung. -------------------------------------------------------- 

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa oleh para pihak masing-masing telah 

dibawa barang-barang sebagai berikut: ------------------------------------------------- 

        Pihak Pertama: ------------------------------------------------------------------------------ 

         - sebuah mobil buatan dst ----------------------------------------------------------------- 

         - 10 (sepuluh) saham dalam perseroan terbatas ”P.T. (...)” berkedudukan di ----- 
         (...) masing-masing dengan harga nominal sebesar Rp. (...); ------------------------ 

        Pihak Kedua: -------------------------------------------------------------------------------- 

- sebuah rumah tinggal yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 

(...), terletak di (...) seluas (...) meter persegi, setempat terkenal sebagai Jalan (...); 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sejumlah perhiasan dengan perincian sebagaimana ternyata dari daftar 

bermeterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dilekatkan pada minuta akta 

ini. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

                   -------------------------------------- DEMIKIAN AKTA INI ---------------------------------- 

                  (...) 
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CURRICULUM VITAE 

 

Nama Lengkap : Faisal Aminuddin Husna  

Tempat Lahir : Sukoharjo  

Tanggal Lahir : 08 Mei 1999  

Jenis Kelamin : Laki-Laki  

Alamat Rumah : Purworejo, RT 01/08 Kel. Jetis, Kec. Sukoharjo, 

Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah 

 

Riwayat 

Pendidikan 

   

SD/MI : MIN Sukoharjo (2005 – 2011) 

SMP/Mts : MTs Islam Al-Mukmin Ngruki 

MTs Muhammadiyah Pontren Imam Syuhodo 

(2011 – 2012) 

(2012 – 2014) 

SMA/MA : MAPK MAN 1 Surakarta (2014 – 2017) 

S1 : UIN Raden Mas Said Surakarta (2017 – 2021)  

 

        Yogyakarta, 27 April 2026 

 

 

FAISAL AMINUDDIN HUSNA, S.H. 

       NIM. 22921015 
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